


GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 354
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Peraturan
Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

b. bahwa sehubungan dengan maksud perihal tersebut,
Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025
perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud
huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu
menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun
2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25
Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2688);




10.

11.

12.

13.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara
dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau
dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan  Perekonomian  Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesta Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negera Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 6633);
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

27

28.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang
Pelaksanaan Tujuan Pembangunan  Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
180);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2025-2029;

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;

Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang  Pembentukan  Produk  Hukum  Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan
RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan
RKPD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2025;

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun
2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 20025-2045
(Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor
17);




Menetapkan

29.

30.

31.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019
(Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor
4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun
2019, Nomor 491);

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun
2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi
Lampung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019);

Peraturan Daerah Nomor Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Lampung Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Lampung
Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi
Lampung Tahun 2025 Nomor 15) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Sistematika Perubahan RKPD Tahun 2025 terdiri dari;

o R0 o

pendahuluan;

evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun berjalan;
kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
prioritas dan sasaran pembangunan;

rencana program dan kegiatan prioritas daerah; dan
penutup.

2. Diantara ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4, disisipkan dua pasal
yaitu Pasal 3A dan Pasal 3B, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 3A

Uraian dan rincian Perubahan RKPD Tahun 2025
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam
Lampiran I dan Lampiran Il yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.




Pasal 3B

(1) Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi landasan penyusunan KUA dan
PPAS Perubahan Tahun 2025.
(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
a. pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Perubahan Renja PD
Tahun 2025;
b. acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Perubahan
RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2025; dan
c. pedoman bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam menyusun
Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun 2025.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5

Dalam melakukan pembahasan Perubahan Renja PD dengan DPRD, Kepala
Perangkat Daerah berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2025.

Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 25 - 6 - 2025

GUBERNUR LAMPUNG,

RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 25 - 6 - 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
|
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MP#RIND KURNIAWAN

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025 NOMOR 17
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BAB1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah mengamanatkan pemerintah daerah wajib menyusun
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerabh,
prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan kerangka pendanaan
pembangunan. Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa dalam rangka
mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) harus berpedoman
kepada RKPD. Hal ini diperlukan guna menjamin kesinambungan antara
proses perencanaan dengan penganggaran. Lebih lanjut, ketentuan
perundang-undangan dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan R-APBD; dan Pasal
265 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah menegaskan pula bahwa RKPD menjadi pedoman kepala daerah
dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Anggaran
Plafon Sementara (PPAS).

Dokumen RKPD Provinsi Lampung tahun 2025 merupakan perencanaan
tahun pertama periode Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Provinsi
Lampung tahun 2025-2029 sekaligus tahun pertama periode Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045.
Diharapkan tahun 2025 sebagai tahun transisi sehingga bisa menjadi

momentum untuk memperkuat sinergi pembangunan baik pusat, provinsi
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dan kabupaten/kota dan memperkuat sinergi antar stakeholder
pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025 telah ditetapkan berdasarkan
Peraturan Gubernur Lampung Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2025,
merupakan dasar penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan
Prioritas dan Anggaran Plafon Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.
Selanjutnya, APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun
Anggaran 2025.

Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 tidak terlepas dari pengaruh berbagai
dinamika baik global, nasional, maupun regional. Dampak berlangsungnya
perang antara Rusia - Ukraina dan perubahan iklim secara tidak langsung
menjadi ancaman resesi ekonomi yang terjadi pada beberapa negara.
Munculnya kebijakan fragmentasi global telah menciptakan disrupsi rantai
pasok yang dapat meningkatkan risiko krisis pangan, energi dan keuangan
dunia, sehingga mempengaruhi kondisi perekonomian nasional hingga
daerah. Hal ini turut mempengaruhi kondisi perekonomian dan jalannya
pembangunan termasuk pelaksanaan pembangunan Provinsi Lampung
secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 343 Ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; menyebutkan
bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan
apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan
menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yang

meliputi :
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e Penyesuaian target sasaran pembangunan yang telah tercapai.

e Penyesuaian target indikator makro ekonomi berdasarkan asumsi
realisasi Triwulan-I Tahun 2025;

e Penggunaan SILPA tahun sebelumnya untuk pelaksanaan
pembangunan tahun berjalan;

e Penyesuaian program, kegiatan, dan subkegiatan yang memiliki
capaian rendah dan/atau capaiannya sudah terlampau tinggi, sehingga
dilakukan pergeseran anggaran antar program, kegiatan, dan
subkegiatan untuk efektivitas dan efisiensi belanja pemerintah; dan

e Penyesuaian terhadap perubahan kebijakan nasional.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
900.1.1/640/S] tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
melalui Perubahan RKPD dan APBD Tahun 2025 maka Prioritas Daerah pada
Perubahan RKPD Tahun 2025 disesuaikan dengan arah kebijakan nasoional
dan arah kebijakan daerah mengacu pada Visi, Misi dan Program Kerja
Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Lampung Tahun 2025-2029
yaitu Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.M dan dr. Jihan Nurlela, M.M. Visi
pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 adalah “Bersama

Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045".

Dalam rangka mendukung pencapaian Arah Strategis Nasional
(Astacita) sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Pemerintah Provinsi
Lampung melakukan penyesuaian dan penguatan dalam Perubahan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Penyesuaian ini merupakan
bentuk dukungan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang selaras
dengan prioritas nasional, melalui sinkronisasi kebijakan, program, dan

kegiatan lintas sektor.

Dukungan diarahkan dalam berbagai agenda pembangunan strategis
nasional, seperti peningkatan produktivitas dan daya saing daerah, penguatan

ketahanan pangan dan energi, peningkatan kualitas sumber daya manusia,
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serta pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan berwawasan lingkungan.
Dalam konteks ini, Pemerintah Provinsi Lampung juga mendorong
optimalisasi peran sektor unggulan daerah, penguatan konektivitas

antarwilayah, serta percepatan transformasi ekonomi hijau dan digital.

Untuk itu, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan perubahan
pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025 dalam rangka memastikan bahwa
target rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas daerah yang tercantum
dalam dokumen tersebut dapat dicapai, serta untuk mewujudkan visi
pembangunan jangka menengah daerah provinsi dan mencapai sasaran
pembangunan tahunan nasional terutama terkait substansi untuk mendorong
Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif, memperkuat
Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif serta meningkatkan
kehidupan masyarakat beradab, berkeadilan, dan berkelanjutan serta

pemerintahan yang efektif dan berintegritas.

Selain itu juga dalam rangka dukungan terhadap kebijakan nasional
yang akan diakomodir dalam perubahan RKPD Tahun 2025, hal tersebut
sesuai dengan Pasal 343 ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 86 Tahun 2017.

1.2 Tujuan
Memperhatikan dinamika pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2025 dan menjaga konsistensi
antara tahapan perencanaan dan penganggaran pada tahun berjalan, maka

penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 bertujuan untuk:

e Memberikan gambaran atas perubahan asumsi Kebijakan Umum
Perubahan APBD (KUPA) Tahun 2025 yang akan disusun;

e Menyesuaikan perubahan proyeksi Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan dalam struktur yang akan disusun dalam Perubahan

APBD T.A 2025;
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Melakukan perubahan kebijakan penganggaran terkait dinamika
aspirasi masyarakat yang sejalan dengan permasalahan aktual dan
kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah serta Prioritas
pembangunan Nasional;

Melakukan penyesuaian hasil dan keluaran dari program dan
kegiatan prioritas melalui penajaman kegiatan/sub kegiatan,
perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, serta penambahan
atau pengurangan pagu Kkegiatan, pergeseran anggaran, dan
penjadwalan ulang beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh

perangkat daerah;

1.3 Dasar Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor
95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negera Republik
Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6042);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6178);
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesai Nomor 6633);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6794);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6883);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi
Kebijakan Fiskal Nasional;

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).

Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan
RKPD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1312);

Peraturan Mennteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang
Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran
Daerah Tahunan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun
2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi,
Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
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1.4

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2025.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Provinsi Lampung Tahun 20025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi
Lampung Tahun 2024 Nomor 17);

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi
Lampung Nomor 4 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi
Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Lampung Tahun 2019, Nomor 491);

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun
2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019
Nomor 12,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor
12 Tahun 2019);

Peraturan Daerah Nomor ...... Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun
2025-2029;

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.640/S] Tentang
Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui

Perubahan RKPD dan Perubahan APBD TA 2025.

Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi

Lampung Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
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BABI1
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

PENDAHULUAN
Latar Belakang
Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Perubahan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2025.
Tujuan
Menjelaskan tujuan penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2025.
Dasar Hukum
Menjelaskan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan
dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2025.
Sistematika
Menjelaskan sistematika dokumen Perubahan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2025.

BABII EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II-2025

2.1

2.2

Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan RKPD sampai dengan
Triwulan II-2025.

Menjelaskan realisasi, hasil capaian program dan kegiatan yang
direncanakan samapai denga Triwulan II-2025 dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung tahun 2025.
Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah

Menjelaskan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan
dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta isu strategis

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Menjelaskan Perkembangan Ekonomi Makro Daerah s.d Triwulan I-
2025, Perkembangan Sosial Ekonomi Daerah s.d Triwulan [-2025,
Kerangka Ekonomi Daerah s.d Akhir Tahun 2025 Perkembangan
Terkini dan Prospek Ekonomi Global Tahun 2025 serta Perubahan
Kerangka Ekonomi Tahun 2025.
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3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Menjelaskan arah kebijakan perubahan pendapatan, belanja dan

pembiayaan pembangunan tahun 2025.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025
Menjelaskan Tema, Sasaran dan Prioritas Pembangunan berdasarkan
misi pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi
Lampung Tahun 2025-2029.

4.2 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024, Prioritas
Nasional 2025 dan RPJMD Tahun 2025-2029.
Menjelaskan tinjauan kebijakan Pembangunan dalam RKP 2025 serta
tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi
Lampung tahun 2025.

4.3 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 dengan

RPJMD Tahun 2025 - 2029.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
Menjelaskan rincian program dan kegiatan prioritas RKPD Tahun 2025,
indikator dan target program dan kegiatan, lokasi, pagu usulan dan
prakiraan maju pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan yang
merupakan kewenangan pemerintah daerah serta sinkronisasi dan

dukungan Program Prioritas Daerah dan Nasional.

BAB VI PENUTUP
Berisi rangkuman singkat dan penegasan tentang penyusunan

Perubahan RKPD tahun 2025.
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EVALUASI
HASIL RKPD

SAMPAI DENGAN
TRIWULAN 1I-2025




BAB I
EVALUASI HASIL RKPD
SAMPAI DENGAN TRIWULAN 1-2025

2.1. Evaluasi RKPD s.d Triwulan I-2025
2.1.1. Evaluasi Indikator Kinerja Pembangunan

Penetapan indikator makro pembangunan daerah dalam dokumen RKPD
Provinsi Lampung Tahun 2025 dimaksudkan untuk menjadi tolok ukur
pencapaian kinerja pembangunan selama satu tahun anggaran. Indikator ini
berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan berbagai program dan
kegiatan yang telah dirancang oleh Pemerintah Daerah.

Untuk menjaga agar target-target pembangunan dapat dicapai secara
tepat waktu dan terukur, dilakukan evaluasi secara triwulanan. Evaluasi ini
penting untuk menilai perkembangan capaian indikator, memahami pola
pencapaian dari waktu ke waktu, serta memproyeksikan kemungkinan
tercapainya target di akhir tahun. Melalui evaluasi berkala, pemerintah daerah
dapat merespon lebih cepat terhadap dinamika yang terjadi di lapangan dan
melakukan penyesuaian strategi bila diperlukan.

Dalam rangka percepatan pembangunan Lampung Maju Menuju
Indonesia Emas dilakukan upaya-upaya antara lain melalui upaya peningkatan
produktivitas seluruh sektor. Pemerintah Provinsi Lampung melakukan
pendekatan pembangunan melalui perencanaan program yang lebih efektif,
efisien, dan terstruktur. Hal ini penting agar pelaksanaan program dapat
memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Perubahan RKPD Tahun 2025 memungkinkan dilakukannya perubahan
kebijakan dengan mempertimbangkan situasi aktual, serta kebutuhan
pembangunan yang berkembang. Penyesuaian tersebut dapat mencakup
pergeseran, penundaaan atau penambahan kegiatan, maupun perubahan
alokasi anggaran, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan daya ungkit
program terhadap pembangunan daerah.

Sejalan dengan itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan

program dan kegiatan dalam dokumen Renja Perangkat Daerah hingga
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Triwulan I Tahun 2025. Evaluasi ini berguna untuk menilai efektivitas
anggaran serta seberapa jauh kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana.
Hasil evaluasi akan menjadi dasar untuk menyusun langkah perbaikan dan
penyesuaian kebijakan pembangunan disisa tahun anggaran, guna
memastikan tercapainya target yang telah ditetapkan secara optimal.

Berikut kami sajikan data target sasaran makro pembangunan tahun
2025 Provinsi Lampung, beserta tingkat capaian sampai dengan triwulan [

tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Capaian Sasaran Makro Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
sampai dengan Triwulan [ Tahun 2025

. Sasaran pada | Sasaran pada Capaian
No. ralhE RKPD 2025 | APBD2025 | s/d Twl1-2025
1 Pertumbuhan 4,90 - 5.30 5,00-5.30 5,47
Ekonomi (%) (Tw 1-2025)
9 PDRB per Kapita 52.6-54.6 52.6-54.6 51,36
" | ADHB (Juta Rupiah) (2024)
Indeks Pembangunan 73,13
3 Manusia (IPM) 72,97 72,97 (2024)
Tingkat Pengangguran i i 4,07
4 Terbuka (%) 4.0-3.86 4.0-3.86 (Feb 2025)
5 Tingkat Kemiskinan 10.0 - 9,50 10.0 - 9,50 10,62
(%) (Sept 2024)
- 0,318 -0,321 0,318 - 0,321 0,301
6 | Indeks Gini (Sept 2024)
1,50 - 3,50 1,50 - 3,50 2,80
. 0 ) ) ) ) )
7 | Inflasi (%) (April 2025)
8 Tingkat Kemantapan 78 78 78,08
Jalan (%) (2024)
o . 116 - 117 116 - 117 127,90
9 | Nilai Tukar Petani (April 2025)
10 Persentase 2,59 6,65 6,87
Peningkatan PAD (%) (2024)
Penurunan Emisi Gas 13 13 15,86
11 | Rumah Kaca (GRK) (2024)
(%)

Sumber: Bappeda Provinsi Lampung, diolah 2025

Capaian indikator makro pembangunan Provinsi Lampung hingga
Triwulan I Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang cukup menggembirakan.
Dari sebelas indikator utama, delapan di antaranya telah mencapai atau
bahkan melampaui target yang telah ditetapkan dalam RKPD dan APBD 2025.

Indikator-indikator tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi yang mencapai
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5,47%, melebihi batas atas target, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

yang tercatat sebesar 73,13, lebih tinggi dari target 72,97.

Selain itu, capaian positif juga terlihat pada Indeks Gini sebesar 0,301,
menunjukkan perbaikan distribusi pendapatan masyarakat. Tingkat inflasi
yang terkendali di angka 2,80% menandakan stabilitas harga yang terjaga,
sementara Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 127,90, jauh melampaui target,
mencerminkan peningkatan kesejahteraan petani. Kinerja keuangan daerah
pun tercermin dari persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
yang mencapai 6,87%. Sementara itu, penurunan emisi gas rumah kaca
sebesar 15,86% menunjukkan komitmen Provinsi Lampung terhadap

pembangunan berkelanjutan.

Namun demikian, masih terdapat tiga indikator yang belum mencapai
target, yaitu PDRB per kapita ADHB yang berada di angka 51,36 juta rupiah,
tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,07%, dan tingkat kemiskinan sebesar
10,62%. Capaian ini menjadi perhatian bersama agar ke depan dapat
diupayakan intervensi yang lebih efektif, khususnya dalam penguatan sektor

ekonomi produktif, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, dapat tergambar beberapa hal sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi

Secara tahunan, Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2024 di Provinsi
Lampung (c to c), tumbuh sebesar 4,57 persen, menguat dibanding Tahun
2023 yang tumbuh sebesar 4,55 persen. Secara spasial, jika dibandingkan
dengan pertumbuhan ekonomi Nasional dan regional Sumatera, Pertumbuhan
Ekonomi Provinsi Lampung masih di bawah pertumbuhan ekonomi Nasional
(5,05) dan Sumatera (4,45). Adapun secara nominal, perekonomian Lampung
pada Tahun 2024 berdasarkan ADHB dan ADHK (2010) masing-masing
sebesar Rp. 483.882,92 Miliar dan Rp. 281.557,20 Miliar.
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Grafik 2. 1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung, Sumatera dan
Indonesia Tahun 2019-2024
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Sumber : BPS Indonesia, 2024

Memasuki Triwulan [-2025, Ekonomi Provinsi Lampung membaik,
mengalami pertumbuhan sebesar 5,47 persen pada triwulan I-2025 terhadap
triwulan [-2024 (y-on-y). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar
harga berlaku pada triwulan [-2025 mencapai Rp121.701,75 miliar dan atas
dasar harga konstan 2010 mencapai Rp69.560,58 miliar.

Gambar 2. 1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung, Sumatera dan
Indonesia Triwulan I-2025
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Ditopang oleh aktivitas ekonomi domestik yang kuat, Ekonomi Provinsi Lampung
' < ; o ; =
| lid 5,47 persen pada Triwulan 1-2025 (y-011-)).

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2025
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Berdasarkan wilayah regional Sumatera, seluruh provinsi mengalami
pertumbuhan positif. Provinsi Lampung mencatatkan pertumbuhan
tertinggi, yaitu sebesar 5,47 persen, diikuti oleh Provinsi Sumatera Selatan
dan Provinsi Kepulauan Riau yang masing masing tumbuh sebesar 5,22 persen

dan 5,16 persen.

Gambar 2. 2 Pertumbuhan Ekonomi Se- Sumatera Triwulan 1-2025
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Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2025

2. Pendapatan Per kapita

Pendapatan per kapita Provinsi Lampuing periode 2019-2024 terus
mengalami tren positif, meskipun pada masa Pandemi Covid 19 sedikit
mengalami penurunan yang diakibatkan menurunnya aktivitas perekonomian
baik dari sisi produksi maupun pengeluaran, penurunan pendapatan
perkapita menjadi Rp. 39 Juta pada Tahun 2020. Sejalan dengan peningkatan
akativitas masyarakat dan upaya pemulihan ekonomi, pendapatan perkapita
di Provinsi Lampung, mulai menunjukkkan peningkatan sampai dengan Tahun
2024 senilai Rp 51,36 Juta. Hal ini menunjukkan peningkatan aktivitas
perekonomian baik dalam hal produksi maupun pengeluaran. Namun bila

dibandingkan secara nasional, PDRB Perkapita Lampung juga masih di bawah
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rata-rata PDRB Perkapita Nasional yang tercatat sebesar 78,61 Juta Rupiah
pada tahun 2024.
Grafik 2. 2 PDRB Perkapita Provinsi Lampung dan Nasional 2019-2024

2019 2020 2021 2022 2023 2024
M Nasional 59,32 57,27 62,24 71,03 74,97 78,61
B Lampung 42,17 39,35 40,95 45,12 48,19 51,36
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Sumber : BPS Indonesia, 2024

3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia di Lampung terus mengalami kemajuan. Selama
2020-2024, IPM Lampung rata-rata meningkat sebesar 0,73 persen per tahun,
dari 71,04 pada tahun 2020 menjadi 73,13 pada tahun 2024.

Grafik 2. 3 Indek Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung

Tahun 2024
73,13
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Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2025



Peningkatan IPM tahun 2024 didukung oleh semua peningkatan dimensi
penyusunnya, terutama standar hidup layak. Indikator ini mengalami
percepatan pertumbuhan cukup tinggi dibandingkan indikator lainnya yaitu
dapat dilihat dari peningkatan Pengeluaran Riil per Kapita sebesar 4,54
persen dibanding tahun sebelumnya 4,19 persen. Sementara itu,
pertumbuhan Umur Harapan Hidup (UHH) tidak terjadi perubahan dalam 3
tahun terakhir yaitu sebesar 0,30 persen. Berbeda dengan dimensi
pengetahuan, pertumbuhan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tahun 2024 terjadi
perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya, dari 1,34 persen menjadi 0,84
persen. Begitu pula dengan Harapan Lama Sekolah terjadi perlambatan
pertumbuhan dari 0,24 persen menjadi 0,08 persen pada tahun 2024.
Perkembangan IPM dan dimensi penyusunnya selama tahun 2020-2024

dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 2. 2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung menurut Dimensi
Penyusunnya Tahun 2020-2024

Umur Panjang dan Hidup Sehat

Umur Harapan Hidup saat Lahir | ., | 7366 | 7373 | 7395 | 7417 | 7439

(UHH)

Pengetahuan

Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 12,65 12,73 12,74 12,77 12,78
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 8,05 8,08 8,18 8,29 8,36

Standar Hidup Layak

Pengeluaran Riil per Kapita

. : Rp 000 | 9.982 | 10.038 | 10.336 | 10.769 | 11.258
(vang disesuaikan)

Indeks Pembangunan Manusia

(IPM) 71,04 | 71,25 | 71,79 | 72,48 | 73,13

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2025

4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pada Februari 2025, kondisi ketenagakerjaan menunjukkan perbaikan
yang positif. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebesar 4,07
persen, mengalami penurunan sebesar 0,05 persen poin dibandingkan
Februari 2024. Ini mencerminkan perbaikan akses terhadap kesempatan

kerja di tengah dinamika ekonomi.
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Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), jumlah
angkatan kerja pada Februari 2025 mencapai 5.085,87 ribu orang, meningkat
sebanyak 41,83 ribu orang dibandingkan dengan Februari 2024. Jumlah
penduduk yang bekerja pada Februari 2025 mencapai 4.879,06 ribu orang,
naik sebesar 42,73 ribu orang dibandingkan Februari 2024. Lapangan usaha
yang paling banyak menyerap tenaga kerja masih didominasi oleh sektor
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, dengan serapan tenaga kerja sebanyak
2.291,00 ribu orang atau 46,96 persen dari total pekerja.

Selain itu, terdapat peningkatan dalam proporsi pekerja formal. Pada
Februari 2025, sebanyak 1.434,47 ribu orang atau 29,40 persen bekerja di
sektor formal, naik sebesar 1,90 persen poin dibandingkan dengan kondisi
pada Februari 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya pergeseran ke arah
struktur ketenagakerjaan yang lebih stabil dan terlindungi.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami penurunan
dibanding Februari 2024 TPAK pada Februari 2025 sebesar 71,16 persen,
turun 0,35 persen poin dibanding Februari 2024. TPAK adalah persentase
banyaknya angkatan kerja terhadap penduduk wusia kerja. TPAK
mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara
ekonomi di suatu wilayah/negara. Berdasarkan jenis kelamin, pada Februari
2025, TPAK laki-laki sebesar 87,38 persen, lebih tinggi dibanding TPAK
perempuan yang sebesar 54,28 persen. Dibandingkan Februari 2024, TPAK
laki-laki dan perempuan mengalami penurunan sebesar 0,39 persen dan 0,27

persen poin.
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Tabel 2. 3 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, 2023-2025

Status Keadaan Ketenagakerjaan

Februari 2023

ribu orang

Februari 2024

ribu orang

Februari 2025

ribu orang

Perubahan
Feb 2024-Feb 2025

ribu orang  persen

Penduduk Usia Kerja (PUK) 6.941.98 7.053,58 7.147,00 93,42 1.32
Angkatan Kerja 5.003,14 5.044,04 5085,87 41,83 0,83
- Bekerja 4.794.03 4.836,33 4.879,06 42,73 0,88
- Pengangguran 209.11 207.70 206,80 090 043
Bukan Angkatan Kerja

1.538,84

2.00%,54

2.061,13

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

71,51

7116

-0,35

(TPAK)
- Laki-laki 88,39 87,76 87,38 -0,32
- Perempuan 54,98 54,55 54,28 -0,27

Sumber: BPS, 2024

5. Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan metode penghitungannya, bahwa tingkat kemiskinan
menggunakan konsep kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic
needs approach), dimana kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan
ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar terhadap makanan dan bukan

makanan, yang diukur dari sisi pengeluaran penduduk (Rp/kapita/bulan).

Tingkat kemiskinan Provinsi Lampung terus mengalami penurunan baik
dari jumlah maupun persentase. Hal ini menunjukkan telah terjadi perbaikan
perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Persentase
penduduk miskin Provinsi Lampung mengalami penurunan dari 10,69 pada
bulan Maret 2024 menjadi 10,62 persen pada September 2024 (menurun 0,07
persen). Namun, angka kemiskinan Provinsi Lampung masih berada di atas

persentase penduduk miskin nasional yang berada pada angka 8,57 persen.

Jumlah penduduk miskin pada September 2024 sebesar 939,30 ribu
orang, menurun 1,9 ribu orang terhadap Maret 2024 dan menurun 31,37 ribu

orang terhadap Maret 2023.



Grafik 2. 4 Persentase Penduduk Miskin Lampung dan Indonesia 2015-2024
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Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

Tingkat kemiskinan diklasifikasikan menjadi desa dan kota, yang
menjadi faktor pembeda terletak pada garis kemiskinan antara kota dan desa.
Perbedaan tersebut didasarkan pada tingkat kecukupan untuk hidup layak
yang berbeda antara kota dan desa. Angka Kemiskinan di Pedesaan lebih
besar dibandingkan Angka Kemiskinan di Perkotaan. Pada September 2024,
persentase penduduk miskin di Pedesaan 12,04 persen (699,80 ribu orang)
dan di Perkotaan sebesar 7,91 persen (239,51 ribu orang).

Grafik 2. 5 Jumlah PendudukMiskin Menurut Daerah Tempat Tinggal di
Provinsi Lampung, Maret 2024 - September 2024 (000 jiwa)
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Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024



Penduduk miskin di Provinsi Lampung terkonsentrasi di perdesaan yang
jumlahnya hampir tiga kali lipat dibandingkan penduduk miskin di perkotaan.
Grafik 2.5 menunjukkan pada September 2024 jika dibandingkan data pada
Maret 2024 , Pada periode Maret 2024-September 2024, penduduk miskin di
perdesaan Naik sebanyak 2,6 ribu jiwa, sementara di perkotaan, jumlah

penduduk miskin Turun sebanyak 4,5 ribu jiwa.

Grafik 2. 6 Jumlah Penduduk Miskin Lampung 2017-2024 (Ribu Jiwa)
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Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

Selanjutnya berdasarkan Garafik II-6, kondisi kemiskinan ditingkat
Kabupaten/Kota juga harus menjadi perhatian pemerintah Provinsi Lampung,
khususnya kabupaten yang angka kemiskinannya masih diatas rata-rata
Provinsi Lampung. Terdapat 5 (lima) kabupaten yaitu : Kabupaten Lampung
Utara (16,92 %), Kabupaten Lampung Timur (13,19 %), Kabupaten
Kabupaten Pesisir Barat (12,64%), Kabupaten Lampung Selatan (12,57%) dan
Pesawaran (11,86 %).



Grafik 2. 7 Persentase Penduduk Miskin Kab/Kota pada Maret 2024
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Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024

6. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan
persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah
tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu
memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus
harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) adalah ukuran rata-rata
kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis
kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran
penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi
Lampung cenderung menurun dari 1,93 di tahun 2019 menjadi 1,53 pada
Tahun 2024. Penurunan nilai P1 ini mengindikasikan bahwa rata-rata
pengeluaran penduduk miskin ini semakin mendekati garis kemiskinan. Bila

dibandingkan dengan nasional, Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi
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Lampung masih berada di atas Indeks P1 Nasional yang pada Tahun 2024
berada pada angka 1,74 menurun bila dibandingkan Tahun 2023 (1,64).

Grafik 2. 8 Indeks Kedalaman kemiskinan (P1) Lampung dan Indonesia
Tahun 2019-2024
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’ %
15
1
0,5
2019 2020 2021 2022 2023 2024
=0==AMPUNG 1,93 1,90 1,88 1,82 1,64 1,53
=@=|NDONESIA 1,99 2,11 1,85 1,70 1,64 1,74

=@=|AMPUNG ==@==INDONESIA
Sumber: BPS Susenas, 2024 diolah

7. Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) berguna untuk memberi gambaran
mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi
nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk
miskin. Trend Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Lampung
cenderung menurun dari 0,48 di Tahun 2018 menjadi 0,33 di Tahun 2024.
Hal ini berarti bahwa variasi pengeluaran diantara penduduk miskin semakin
kecil. Dengan kata lain ketimpangan pengeluaran per kapita antar penduduk
miskin juga semakin menurun. Bila dibandingkan dengan nasional, Indeks
Keparahan Kemiskinan Provinsi Lampung masih lebih di atas Indeks P2

Nasional yang pada Tahun 2024 berada pada angka 0,32.
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Grafik 2. 9 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Nasional dan Lampung
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Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024, diolah

8. Gini Rasio

Ukuran ketimpangan pendapatan penduduk melalui Rasio Gini
digunakan untuk mengetahui sebaran ketidakmerataan atau ketimpangan
pendapatan antar kelompok pendapatan dari penduduk. Nilai Rasio Gini
berada pada kisaran 0 hingga 1. Semakin besar nilai Gini Rasio, semakin tinggi

tingkat ketimpangannya.

Pada Maret 2024, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Lampung
adalah sebesar 0,302. Angka ini turun 0,022 poin jika dibandingkan dengan
Gini Ratio Maret 2023 yang sebesar 0,324 dan turun 0,011 poin jika
dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,313. Kondisi
ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut terjadi perbaikan

pemerataan pengeluaran penduduk di Provinsi Lampung.

Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2024 tercatat sebesar 0,323,
turun dibanding Gini Ratio Maret 2023 yang sebesar 0,359 dan Gini Ratio
September 2022 yang sebesar 0,352. Gini Ratio di daerah perdesaan pada
Maret 2024 tercatat sebesar 0,275, turun dibanding Gini Ratio Maret 2023
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yang sebesar 0,287 dan tidak mengalami perubahan jika dibandingkan Gini

Ratio September 2022.

Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran
pada kelompok penduduk 40 persen terbawah adalah sebesar 22,12 persen.
Hal ini berarti pengeluaran penduduk Lampung pada Maret 2024 berada pada
kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci berdasarkan daerah, di
daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 21,45 persen dan pedesaan
sebesar 23,18 persen, yang berarti keduanya tergolong pada kategori

ketimpangan rendah.

Beberapa upaya dalam rangka mengurangi ketimpangan pendapatan
diantaranya, penanggulangan kemiskinan yang dilakukan secara lintas sektor
(crosscutting), perluasan kesempatan kerja dan peluang usaha, percepatan
pembangunan pedesaan serta peningkatan produktivitas dan nilai tambah

hasil pertanian, perkebunan, peternakan serta kelautan dan perikanan.

Grafik 2. 10 Rasio Gini Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2016 - 2024
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Sumber: BPS Indonesia, 2024 (diolah).

Secara regional Sumatera, ketimpangan pendapatan Provinsi Lampung

termasuk dalam kategori ketimpangan rendah dan menempati urutan 5
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terendah bersama-sama Provinsi Bangka Belitung, Sumatera Barat, Aceh, dan

Sumatera Utara.

Grafik 2. 11 Posisi Ketimpangan Pendapatan Provinsi Lampung Lingkup
Regional Sumatera 2024

KEP. BANGKA BELITUNG I 0,244
SUMATERA BARAT II— 0,283
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SUMATERA SELATAN I 0,333
BENGKULU I, 0,342
KEP.RIAU I——— 0,349

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4
Sumber: BPS Indonesia, 2024 (diolah).

Di Provinsi Lampung, ketimpangan pendapatan yang tercermin dari
angka gini ratio lebih disebabkan oleh disparitas dan inklusivitas
pembangunan ekonomi wilayah. Hal ini tergambarkan dari peranan PDRB
kabupaten/kota terhadap pembentukan PDRB Provinsi Lampung, dimana 60
persennya disumbang oleh 3 (tiga) kabupaten yaitu Lampung Tengah,
Lampung Selatan dan Lampung Timur serta 1 (satu) kota yaitu Kota Bandar

Lampung.

Tabel 2. 4 Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun

2024
Kontribusi PDRB (%)
No. Kabupaten kabupaten/kota terhadap PDRB
Provinsi

1 Lampung Tengah 19,9%
2 Bandar Lampung 16,4%
3 Lampung Selatan 12,4%
4 Lampung Timur 11,7%
5 Lampung Utara 6,5%
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Kontribusi PDRB (%)
No. Kabupaten kabupaten/kota terhadap PDRB
Provinsi

6 Tulang Bawang 6,3%

7 Pesawaran 4,4%

8 Tanggamus 4,3%

9 Way Kanan 3,9%

10 Tulang Bawang Barat 3,2%

11 Pringsewu 3,1%

12 Mesuji 2,9%

13 Lampung Barat 2,0%

14 Metro 1,7%

15 Pesisir Barat 1,3%

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024, diolah

9. Tingkat Inflasi

Pada April 2025, terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Lampung
sebesar 2,80 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 110,35.
Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Lampung Timur sebesar 3,16 persen,
dengan IHK sebesar 113,19 dan terendah terjadi Kota Metro sebesar 2,08
persen dengan IHK sebesar 107,96.

Tingkat inflasi month to month (m-to-m) April 2024 tercatat inflasi
sebesar 1,19 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) April 2025 juga
mengalami inflasi sebesar 1,77 persen.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan
oleh naiknya sebagian besar indeks (inflasi) kelompok pengeluaran, yaitu:
kelompok makanan, minuman dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar
4,43 persen; kelompok pakaian dan alas kaki 1,06 persen; kelompok
perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga 1,39 persen; kelompok
perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,48 persen;
kelompok kesehatan 2,68 persen; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya
5,85 persen; kelompok pendidikan 5,64 persen; kelompok penyediaan
makanan dan minuman/restoran 1,47 persen; dan kelompok perawatan

pribadi dan jasa lainnya 7,54 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang
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mengalami penurunan indeks (deflasi), yaitu: kelompok transportasi 0,03
persen; dan kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 1,01
persen.

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y
pada April 2025, antara lain: emas perhiasan, bawang merabh,
akademi/perguruan tinggi, kopi bubuk, sigaret kretek mesin (skm), cabai
merah, bawang putih, minyak goreng, makanan hewan peliharaan, kontrak
rumah, bahan bakar rumah tangga, cabai rawit, sigaret kretek tangan (skt),
sekolah menengah atas, bayam, cumi-cumi, santan jadi, nasi dengan lauk,
beras, dan vitamin. Sedangkan komoditas yang memberikan
andil/sumbangan deflasi y-on-y, antara lain: daging ayam ras, tomat, jeruk,
telur ayam ras, ayam hidup, sabun cair/cuci piring, bensin, telepon seluler,
pengharum cucian/ pelembut, angkutan udara, tarif pulsa ponsel, ikan
kembung, angkutan antar kota, makanan ringan/snack, tarif kendaraan roda
2 online, popok bayi sekali pakai/diapers, susu bubuk, sepatu anak, buku tulis
bergaris, dan popok dewasa.

Sementara komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan
inflasi m-to-m pada April 2025, antara lain: tarif listrik, bawang merah, tomat,
emas perhiasan, bawang putih, vitamin, tahu mentah, beras, pembalut wanita,
jeruk, kontrak rumah, cabai merah, pelicin/pewangi pakaian, santan jadi,
sepatu anak, susu bubuk untuk balita, kopi bubuk, sigaret kretek mesin (skm),
ikan lele, dan ice cream. Sedangkan komoditas yang memberikan
andil/sumbangan deflasi m-to-m, antara lain: cabai rawit, telur ayam ras,
daging ayam ras, bayam, tarif pulsa ponsel, bensin, tarif kendaraan roda 2
online, jagung manis, telepon seluler, semangka, salak, ketimun, shampo,
wortel, obat gosok, cumi-cumi, minyak goreng, dan biskuit.

Pada April 2025, kelompok pengeluaran yang memberikan
andil/sumbangan inflasi y-on-y, yaitu: kelompok makanan, minuman dan
tembakau memberikan andil sebesar 1,48 persen; kelompok pakaian dan alas
kaki memberikan andil sebesar 0,06 persen; kelompok perumahan, air, listrik,
dan bahan bakar rumah tangga memberikan andil sebesar 0,18 persen;

kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga
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memberikan andil sebesar 0,03 persen; kelompok kesehatan memberikan
andil sebesar 0,07 persen; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya
memberikan andil sebesar 0,10 persen; kelompok pendidikan memberikan
andil sebesar 0,36 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/
restoran memberikan andil sebesar 0,12 persen; dan kelompok perawatan
pribadi dan jasa lainnya memberikan andil sebesar 0,46 persen. Sebaliknya,
kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y,
yaitu kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan yang memberikan
andil sebesar 0,06 persen. Sedangkan kelompok transportasi t idak
memberikan andil yang signifikan terhadap inflasi/deflasi y-on-y Provinsi

Lampung.

Grafik 2. 12 Tingkat Inflasi Year on Year (y-on-y) Provinsi Lampung bulan
April, 2025 (Persen)

Rincian Inflasi Andil Inflasi
INFLASI UMUM 2,80 2,80
1, Makanan, Minuman, dan Tembakau 443 148
2, Pakaian dan Alas Kaki 1,06 0,06
3., Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar
Rumah Tangga 1.39 018
-4. Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan
Bawang Merah 0,29 Rutin Rumah Tangga 0.48 0,03
Kopi Bubuk 0.23 5, Kesehatan 2,68 0.07
Sigaret Keretek i 6, Transportasi 0,03 g
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0,14 .8.. Rek-réasi..O.léhrég.é..“:lz;\.r\: B.udag,'a“ o 5._-33';. GiG
4, Pendidikan 564 0,36
Bawang Putih 013 10, Penyadiaan Makanan dan Minuman/Restaran 147 0,12
-11. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya 754 0,46

Sumber: BPS, 2025

10. Kemantapan Jalan

Transportasi memiliki peran strategis sebagai penggerak utama
pengembangan wilayah. Di Provinsi Lampung, pembangunan sektor
transportasi diarahkan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah

dan membuka akses terhadap pusat-pusat ekonomi yang masih
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terisolasi. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan
ekonomi daerah secara menyeluruh.

Namun, tantangan besar masih dihadapi, terutama pada aspek
infrastruktur jalan. Tingkat kerusakan jalan yang mencapai 7-10% per
tahun menjadi perhatian serius. Kerusakan ini sebagian besar
disebabkan oleh beban kendaraan yang melebihi kapasitas, konstruksi
jalan yang tidak sesuai dengan standar kelas jalan, serta genangan air
akibat sistem drainase yang tidak memadai. Kurangnya integrasi
antara pembangunan jalan dan saluran drainase menjadi
permasalahan krusial, tidak hanya di Lampung tetapi juga secara
nasional. Hal ini berkaitan erat dengan keterbatasan anggaran, yang
menyebabkan prioritas lebih diberikan pada peningkatan panjangjalan
ketimbang kelengkapan infrastruktur pendukungnya.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, Pemerintah
Provinsi Lampung berkomitmen untuk meningkatkan kuantitas dan
kualitas sarana, prasarana, serta utilitas dasar wilayah. Salah satu
indikator utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan
pembangunan transportasi adalah tingkat kemantapan jalan provinsi.
Indikator ini menjadi tolok ukur penting dalam menilai sejauh mana
infrastruktur transportasi telah mendukung kelancaran mobilitas
orang dan barang secara terpadu dengan sistem transportasi nasional.

Tabel 2. 5 Kondisi Jalan Ruas Provinsi, 2015 - 2024

MANTAP TIDAK MANTAP
TAHUN (%) (%) KENAIKAN (%)
2015 67,02 32,98 1,97
2016 70,02 29,96 3,00
2017 77,04 22,96 7,02
2018 79,89 20,11 2,85
2019 74,41 25,58 -5,47
2020 75,92 24,08 1,51
2021 74 26 -1,92
2022 76,85 23,15 2,85
2023 78,67 21,33 1,82
2024 78,08 21,92 -0,59

Sumber: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, 2025 diolah
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Pada Tahun 2024 panjang jalan Provinsi Lampung sepanjang
1.695,479 Km. Kondisi jalan rusak ringan dan rusak berat sepanjang 361,57
Km dan Kondisi baik serta sedang sepanjang 1.333,87 Km.

11. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator dalam
melihat daya beli petani di pedesaan. NTP juga menjadi indikator dari
kesejahteraan pekerja yang bekerja di sektor pertanian. Kesejahteraan
pekerja yang mayoritas bekerja pada sektor pertanian relatif melambat.

Di lingkup regional Sumatera, Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung
Tahun 2024 berada pada posisi ke 6 (enam) dengan nilai 124,98. Nilai Tukar
petani (NTP) Provinsi Lampung mengalami kenaikan dibanding tahun 2023
yang secara regional pada waktu itu berada pada posisi ke 8 sebesar 109,36,
hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada
NTP Provinsi Lampung yakni sebesar 15,62 poin .

NTP tertinggi ada di Provinsi Bengkulu dengan nilai 181,9. Riau 173,22,
Jambi 156,34, Sumatera Utara 136,23 dan Kep Bangka Belitung 134,8. NTP
terendah berada di Provinsi Kepulauan Riau yakni sebesar 1104,81 .

Grafik 2. 13 NTP Provinsi di Sumatera Tahun 2023 - 2024
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Grafik 2. 14 Perkembangan NTP Provinsi Lampung dan Indonesia
Tahun 2019-2024
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Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2025

(Penghitungan NTP sejak tahun 2020 dst menggunakan tahun dasar 2018=100, dimana terjadi
peningkatan cakupan jumlah komoditas baik pada paket komoditas It maupun Ib
dibandingkan dengan tahun dasar 2012=100).

NTP Provinsi Lampung April 2025 untuk masing-masing subsektor
tercatat Subsektor Tanaman Pangan (NTP-P) (100,16), Tanaman Hortikultura
(NTP-H) (118,72), Tanaman Perkebunan Rakyat (NTP-Pr) (170,39),
Peternakan (NTP-Pt) (99,62), Perikanan Tangkap (113,82), dan Perikanan
Budidaya (95,70).



Tabel 2. 6 Capaian Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung April 2025

Maret April
2025 2025 Perubahan (%)

P
NTP Subsektor

NTP A !25 it i Toremen Pangan 104,50 100,16 ‘ -4,16
pr 5 J .‘.. '* 3 g 2
i 127,90 m i 11,40 11872 * 6,56
: 29 0, et | Tanaman Perkebunan
VRN : Turun 3’95 %o Rakyat 180,16 170,39 ‘ 5,42
S (m-to-m) >

v b A\ n Peternakan ‘

1 100,31 99,62 -0,69

.| Perikanan

¥ Tangkap

113,53 113,82 0,26

v Budidaya

NTP

96,70 95,70

«aan
5

13317 127,90 -3,95

Sumber : BPS, 2024
12. Persentase Peningkatan PAD (%)

Momentum pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19 dilakukan
melalui peningkatan produktivitas di seluruh sektor ekonomi, penguatan
pemulihan sosial, dan transisi menuju ekonomi hijau untuk mencapai
pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan arah yang jelas untuk
mulai mengembalikan dan mengangkat trajectory pertumbuhan ekonomi ke
tingkat yang lebih baik. Proses pemulihan ekonomi global dan domestik secara
umum akan berdampak pada kinerja keuangan daerah terutama dari sisi
penerimaan. Pada sektor pendapatan daerah, reformasi di bidang perpajakan
akan diarahkan untuk menggali dan meningkatkan basis perpajakan serta
peningkatan strategi antara pendapatan perpajakan dan PNBP.

Tabel 2. 7 Realisasi Pendapatan Asli Daerah selama 2020-2024

Tahun Target Realisasi % Realisasi
2020 2.962.401.653.051,14 2.842.286.479.070,36 95,95%
2021 3.336.257.494.574,50 3.249.669.847.265,05 97,40%
2022 3.784.650.845.884,74 3.678.302.294.580,71 97,19%
2023 4.808.699.109.382,17 3.779.539.366.740,31 78,60%
2024 5.150.954.989.413,04 4.039.218.171.476,78 78,42%

Sumber : Bapenda Provinsi Lampung, 2025
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Pada Tahun 2024 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami
penurunan hanya tercapai 78,42% dibandingkan target yang telah disepakati.
Namun, jika dibandingkan tahun 2023, capaian realisasi pendapatan tahun
2024 mengalami kenaikan sebesar 6,87%.

Berdasarkan laporan capaian pendapatan dan belanja per Mei 2025,
Pemerintah Provinsi Lampung, telah merealisasikan pendapatan sebesar 2,2
Triliun atau 30,23% secara keseluruhan dan Belanja sebesar 24,62%. Secara
keseluruhan dengan memperhitungkan semua realisasi pendapatan dan
belanja diluar Kas Daerah (Sumber Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah, Mei 2025).

13. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%)

Intensitas emisi GRK menunjukkan banyaknya emisi GRK yang
dihasilkan dari aktivitas ekonomi suatu negara. Intensitas emisi GRK didapat
dari perbandingan nilai emisi aktual pada tahun tertentu dengan output
aktivitas ekonomi suatu negara pada tahun yang sama. Emisi aktual yang
dimaksud adalah banyaknya emisi yang dihasilkan setelah adanya intervensi
aksi dan kebijakan PRK, yang didapat dari pengurangan antara baseline emisi
dengan potensi penurunan emisi pada tahun tersebut. Sedangkan output
aktivitas ekonomi negara menggunakan data Pendapatan Domestik Bruto
(PDB) konstan tahun 2010. Tahun 2010 dijadikan tahun dasar perhitungan
PDB oleh Badan Pusat Statistik, mengacu pada rekomendasi Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengimplementasikan System of National
Accounts 2008 (SNA 2008) dalam penyusunan PDB. Persentase penurunan
intensitas emisi GRK mengukur ketercapaian strategi pembangunan rendah
karbon yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Persentase penurunan
intensitas emisi GRK diperhitungkan dari perbandingan selisih intensitas
emisi GRK dengan intensitas emisi baseline (tahun dasar 2010). Semakin kecil
intensitas emisi GRK, mengindikasikan kualitas pembangunan rendah karbon

yang lebih baik. Penurunan intensitas emisi yang menurun menandakan
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aktivitas ekonomi yang dilakukan pada tahun tersebut menghasilkan emisi

yang lebih rendah dibandingkan dengan kondisi awal/referensi.

Penanganan perubahan iklim dan bencana telah mendapat perhatian
serius dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Provinsi Lampung.
Sejalan dengan komitmen Persetujuan Paris pada Conference of Parties (COP)
21 UNFCCC tahun 2015, Indonesia terus mengupayakan penurunan emisi Gas
Rumah Kaca (GRK). Demikian juga dengan Provinsi Lampung telah
mengimplementasikan rencana aksi mitigasi sebagaimana tertuang dalam
Peraturan Gubernur Lampung No. 32 A tentang Rencana Aksi Daerah
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi
Lampung telah menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar
17,159 jt ton COZ2e atau sebesar 38,59 % dari total Business As Usual/BAU
Provinsi Lampung Tahun 2020 sebesar 27,9 jt ton COZe. Terbaru, sejalan
dengan kebijakan pemerintah pusat, pada tahun 2021 Pemerintah Provinsi
Lampung juga telah melakukan Kaji Ulang Rencana Aksi Daerah Gas Rumah
Kaca (RAD GRK) dan telah menentukan estimasi penurunan emisi GRK pada
tahun 2030 sebesar 8,40% berdasarkan Business As Usual (BAU) baseline
tahun 2030. Dengan target penurunan sebesar 8,40% pada tahun 2030, maka
besar emisi yang direncanakan dapat diturunkan pada tahun 2030 yakni
sebesar 2.320.958,83 ton CO2e dari skenario BAU baseline 27.629.786,24 ton
COZ2e. Kegiatan yang telah dilakukan pemerintah Provinsi Lampung berhasil
memberikan penurunan emisi kumulatif 2010-2023 Provinsi Lampung

sebesar 5,59 ton CO2eq dengan persentase 14,93%.

Sejak tahun 2011 - 2016 dalam implementasi RAN/RAD-GRK hanya
terdapat satu indikator kesuksesan yang diukur, yaitu nilai penurunan emisi
GRK. Namun, sejak tahun 2017 Kementerian PPN/Bappenas menambahkan
satu indikator baru, yaitu penghitungan nilai Intensitas Emisi (IE) GRK yang
didefinisikan sebagai jumlah emisi GRK (COZ2e) per satuan output ekonomi
(miliar rupiah Produk Domestik Regional Bruto/PDRB) pada jangka waktu
dan wilayah tertentu. Perilaku Intensitas Emisi dalam kurun waktu tertentu

dapat menggambarkan relasi kecepatan peningkatan emisi terhadap laju
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pertumbuhan ekonomi. Hal ini pula yang ditangkap dalam aplikasi penerus
PEP RAD GRK yakni AKSARA atau Aplikasi Perencanaan dan Pemantauan

Rendah Karbon Indonesia.

Grafik 2. 15 Capaian Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
Tahun 2021-2024
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Sumber : Hasil Perhitungan PEP Bappenas 2025,diolah

Selain data Makro Pembangunan diatas, terdapat beberapa data sektoral
yang dapat menggambarkan perkembangan capaian pembangunan antara
lain: Perkembangan transportasi dapat menggambarkan mobilitas orang dan

barang yang ada di suatu wilayah.

Perkembangan Transportasi pada Maret 2025

Jumlah penumpang kereta api yang berangkat dari Stasiun Kereta Api
Tanjung Karang Lampung pada Maret 2025 sebanyak 71.065 orang, naik
sebesar 6,62 persen bila dibandingkan Februari 2025 yaitu sebanyak 66.654
orang.

Jumlah penumpang kapal ferry yang berangkat melalui Pelabuhan
Penyeberangan Bakauheni Lampung pada Maret 2025 tercatat sebanyak
32.037 orang, turun sebesar 37,61 persen jika dibandingkan Februari 2025
sebesar 51.348 orang.
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Barang yang dimuat melalui Pelabuhan Panjang pada Maret 2025
tercatat sebanyak 3.490.178 ton, naik sebesar 24,04 persen dibandingkan
Februari 2025 sebesar 2.813.647 ton. Selanjutnya barang yang dibongkar
pada Maret 2025 sebanyak 1.846.491 ton mengalami kenaikan hingga 97,19
persen dibandingkan Februari 2025 sebanyak 936.395 ton.

Penumpang pesawat udara yang berangkat dari Bandara Radin Inten II
pada Maret 2025 sebanyak 38.757 orang, mengalami penurunan sebesar
13,43 persen jika dibandingkan Februari 2025 sebanyak 44.767 orang.
Penumpang pesawat udara yang datang di Bandara Radin Inten Il pada Maret
2025 sebanyak 48.858 orang, naik sebesar 9,44 persen dibandingkan dengan
Februari 2025 sebanyak 44.642 orang.

Tabel 2. 8 Perkembangan Keberangkatan Penumpang Kereta Api, Kapal Ferry
dan Pesawat Udara di Provinsi Lampung

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Kereta Api 79.268 66.654 71.065 6,62 -10.35
Kapal Ferry 31.439 51.348 32.037 -37,61 190
Pesawat Udara 37.602 44.767 38.757 -13,43 3,07
Jumlah 148.309 162.769 141.85% -12,85 -4,35

Sumber : BPS, 2025

Perkembangan Pariwisata Provinsi Lampung

Nilai Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang merupakan
salah satu indikator yang dapat menunjukkan aktivitas perekonomian,
mobilitas masyarakat, termasuk aktivitas sektor pariwisata.

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Provinsi
Lampung pada Maret 2025 tercatat 27,10 persen, turun 10,60 poin dibanding
TPK hotel pada Februari 2025 yang tercatat sebesar 37,70 persen. Bila
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dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun 2024, TPK hotel berbintang
turun sebesar 9,64 poin.

Jumlah tamu selama Maret 2025 yang menginap di hotel berbintang
mencapai 50.758 orang tamu, terdiri dari 430 orang tamu asing dan 50.328
orang tamu domestik. Kondisi ini mengalami penurunan sebanyak 18.591
orang tamu (26,81 persen) dibandingkan Februari 2025 yang tercatat 69.349
orang tamu.

Rata-rata lama menginap tamu (RLMT) pada hotel berbintang di
Provinsi Lampung bulan Maret 2025 tercatat 1,44 hari, naik 0,15 hari
dibanding RLMT hotel berbintang pada Februari 2025 yang tercatat sebesar
1,29 hari.

Gambar 2. 3 Perkembangan Tingkat Penghunian kamar Hotel Berbintang,
Jumlah Tamu Menginap dan Rata-rata Lama Menginap Provinsi Lampung
Maret 2025

PERSENTASE TPK PADA HOTEL
BINTANG PROVINSI LAMPUNG
FEBRUARI 2025 DAN MARET 2025

{ JUMLAH TAMU YANG MENGINAP DI HOTEL )
| BINTANG DI PROVINSI LAMPUNG l
| FEBRUARI 2025 DAN MARET 2025 |
/

FEBHII_AEI 2025 MAHET 2025 FEBHUAHI 2025 MABET 2025

: RATA-RATA LAMA MENGINAP (HARI] TAMU ASING
1 DAN DOMESTIK DI HOTEL BINTANG DI PROVINSI
: LAMPUNG FEBRUARI 2025 DAN MARET 2025
\

_____________________ / FEBHUARI 2025 MARET 2025

Sumber : BPS Provinsi Lampung 2025.
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Perkembangan Ekspor dan Impor

Perkembangan perdagangan luar negeri yang ada di Provinsi Lampung
digambarkan dengan nilai ekspor dan impor. Nilai ekspor Provinsi Lampung
pada Maret 2025 mencapai US$578,05 juta, mengalami peningkatan sebesar
US$60,11 juta atau naik 11,61 persen dibandingkan Februari 2025 yang
mencapai US$517,93 juta. Nilai impor Provinsi Lampung pada Maret 2025
mencapai US$165,95 juta, mengalami penurunan sebesar US$117,67 juta atau
turun 41,49 persen dibandingkan Februari 2025 yang mencapai US$283,62
juta.

Sepuluh golongan barang utama ekspor Provinsi Lampung pada
Maret 2025 adalah lemak dan minyak hewan/nabati; kopi, teh, rempah-
rempah; bahan bakar mineral; ampas dan sisa industri makanan; olahan dari
sayuran, buah, dan kacang; pulp dari kayu; berbagai produk kimia; karet dan
barang dari karet; kayu, barang dari kayu; serta ikan, krustasea, dan moluska.
Negara utama tujuan ekspor Provinsi Lampung pada Maret 2025 adalah
Amerika Serikat, India, Pakistan, Belanda, Inggris, Tiongkok, Bangladesh,
Vietnam, Philipina, dan Selandia Baru. Ekspor menurut sektor selama sebulan
terakhir menunjukkan semua sektor mengalami peningkatan, sektor industri
pengolahan naik sebesar 15,94 persen; sektor pertambangan dan lainnya naik
sebesar 4,40 persen; serta sektor pertanian naik sebesar 3,68 persen.

Grafik 2. 16 Perkembangan Ekspor Provinsi Lampung, Januari 2024-Maret
2025 (Juta US$)
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Sumber : BPS, 2025
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Nilai impor Provinsi Lampung pada Maret 2025 mencapai US$165,95
juta, mengalami penurunan sebesar US$117,67 juta atau turun 41,49 persen
dibandingkan Februari 2025 yang tercatat US$283,62 juta. Nilai impor Maret
2025 tersebut mengalami penurunan sebesar US$165,86 juta atau turun 49,99
persen jika dibanding Maret 2024 yang tercatat US$331,81 juta. Negara
pemasok barang impor ke Provinsi Lampung pada Maret 2025 adalah Angola
US$68,27 juta; Amerika Serikat US$16,71 juta; Brazil US$16,28 juta; Australia
US$14,60 juta; Uni Emirat Arab US$13,44 juta; Tiongkok US$7,70 juta; Italia
US$7,39 juta; Kanada US$4,73 juta; Singapura US$3,53 juta; dan Fed Russia
US$2,71 juta. Nilai impor pada Maret 2025 dibanding Februari 2025 untuk
bahan baku/ penolong turun 44,75 persen dan barang modal turun sebesar

28,99 persen, sedangkan barang konsumsi naik sebesar 984,61 persen.
Neraca Perdagangan.

Nilai ekspor Provinsi Lampung pada Maret 2025 mencapai US$578,05 juta,
lebih tinggi dari nilai impor Maret 2025 sebesar US$165,95 juta. Kondisi ini
menjelaskan bahwa neraca perdagangan luar negeri Provinsi Lampung pada
Maret 2025 mengalami surplus sebesar US$412,09 juta.

Surplus neraca perdagangan Provinsi Lampung pada Maret 2025 diperoleh
dari kelompok negara lainnya US$278,81 juta, negara yang tergabung dalam
Uni Eropa sebesar US$58,96 juta, serta kelompok negara ASEAN sebesar
US$52,26 juta.
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Grafik 2. 17 Neraca Perdagangan Luar Negeri Provinsi Lampung samapai
dengan Maret Tahun 2025.
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Sumber : BPS Provinsi Lampung 2025.

2.1.2. Kinerja RKPD Provinsi Lampung sampai dengan Triwulan I
Tahun 2025.

Sesuai dengan Permendagri 86/2017 tentang tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara
Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan
RKPD, disebutkan bahwa Perubahan RKPD disusun berpedoman pada
Peraturan Daerah tentang RPJMD dan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun
berkenaan. Berkenaan dengan hal tersebut, pada bagian ini disampaikan
evaluasi hasil RKPD Provinsi Lampung sampai dengan Triwulan [ Tahun 2025.
Dengan evaluasi ini nantinya akan diketahui capaian realisasi keuangan dan
fisik dari masing masing Perangkat Daerah (PD) selama Triwulan II Tahun
2025.

Realisasi keuangan dan fisik Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan

[ tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel 2. 8 Evaluasi hasil pelaksanaan Progam RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan [-2025

CAPATIIA“I\?QII\;ER]A EERANC
REALISASI KINERJA DAN REALISASI KINERJA DAN KAT
URUSAN/ REALISASI KINER]A PADA TRIWULAN ANGGARAN RPJMD ANGGARAN RPJMD PROVINSI D’;':,ggﬁ;‘:ﬁs' DAERAH
BIDANG INDIKATOR REALISASI CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA DAN PROVINSI s/d TAHUN s/d TAHUN PENANG
URUSAN KINERJA TARGET RPJMD PROVINSI RPJMD PROVINSI SAMPAIL ANGGARAN RKPD PROVINSI RPJMD PROVINSI GUNG
o SASARA PEMERINTAH PROGRAM TAHUN 2029 DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN YANG s/d TAHUN JAWAB
N AN DAERAH (OUTCOME)/ TAHUN LALU (N-2/2024) DIEVALUASI
DAN KEGIATAN
PROGRAM/ (OUTPUT) 1 Il 1 v
KEGIATAN
K Rp K Rp K Rp K Rp K | K | K | K | Rp K Rp K | Rp
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14=7+13 15=14/6 *100% 16
6 Meningk URUSAN PEMERINTAHAN DI 0,29 248.266.765.166,00
atnya BIDANG PENDIDIKAN
Aksesibi
litas dan
Kualitas
Pendidi
kan
PROGRAM Perentase 100 6.766.944.681.509,00 100 1.161.224.708.595,00 100 1.506.770.135.339,00 0,94 248.266.765.166,00 0,94 248.266.765.166 100,94 1.409.491.473.761 100,94 20,83 Dinas
PENUNJANG pelayanan Pendidika
URUSAN penunjang ndan
PEMERINTAH urusan kebudaya
AN DAERAH pemerintahan an
PROVINSI daerah
PROGRAM Persentase SMA, 100 3.050.018.342.057,36 73 116.122.470.895 100 604.461.120.942,50 0 0,00 0,00 0 73,00 116.122.470.895 73,00 3,81 Dinas
PENGELOLAA SMK, dan SLB Pendidika
N yang ndan
PENDIDIKAN berakreditasi kebudaya
minimal B an
PROGRAM Persentase 69,6 14.248.547.309,00 50 5.935.634.900 60,50 2.405.179.320,00 0 0,00 0,00 0 50,00 5.935.634.900 71,79 41,66 Dinas
PENDIDIK tenaga pendidik 5 Pendidika
DAN TENAGA yang telah ndan
KEPENDIDIKA memiliki kebudaya
N sertifikat an
pendidik jenjang
pendidikan
menengah dan
khusus
5 Meningk URUSAN PEMERINTAHAN DI 23,8 154.767.779.424,90
atnya BIDANG KESEHATAN 2
Derajat
Kesehat
an
Masyara
kat
PROGRAM Persentase 100 540.595.975.403,00 100 71.165.717.369,85 12,06 8.579.920.690,00 12,06 8.579.920.690 12,06 8.579.920.690 12,06 1,59 Dinas
PENUNJANG layanan Kesehata
URUSAN penunjang n
PEMERINTAH urusan
AN DAERAH pemerintah
PROVINSI daerah
PROGRAM Persentase 95 1.333.126.338.351,04 85,10 151.202.984.442 95 163.402.260.971,54 17,37 38.014.250.514,00 17,37 38.014.250.514 102,47 189.217.234.956 107,86 14,19 Dinas
PEMENUHAN persalinan di Kesehata
UPAYA fasilitas n
KESEHATAN pelayanan
PERORANGAN kesehatan
DAN UPAYA
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TINGKAT

PERANG
REALISASI KINERJA DAN REALISASI KINERJA DAN cg‘;ﬁ:‘;}:&i‘;{A KAT
URUSAN/ REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN ANGGARAN RPJMD ANGGARAN RPJMD PROVINSI 'ANGGARAN DAERAH
BIDANG INDIKATOR REALISASI CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA DAN PROVINSI s/d TAHUN s/d TAHUN PENANG
URUSAN KINERJA TARGET RPJMD PROVINSI RPJMD PROVINSI SAMPAIL ANGGARAN RKPD PROVINSI RPJMD PROVINSI GUNG
No | SASARA | PEMERINTAH PROGRAM TAHUN 2029 DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN YANG s/d TAHUN JAWAB
N AN DAERAH (OUTCOME)/ TAHUN LALU (N-2/2024) DIEVALUASI
DAN KEGIATAN
PROGRAM/ (OUTPUT) 1 n 1 v
KEGIATAN
K Rp K Rp K Rp K Rp K I § K | K | K Rp K Rp K Rp
1 2 4 5 6 8 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14=7+13 15=14/6 *100% 16
KESEHATAN
MASYARAKAT
PROGRAM Persentase 53 25.394.193.215,00 44,55 1.170.093.772 53 1.075.263.000,00 40,37 0,00 40,37 0 84,92 1.170.093.772 160,23 4,61 Dinas
PENINGKATA puskesmas Kesehata
N KAPASITAS dengan 9 jenis n
SUMBER DAYA tenaga kesehatan
MANUSIA sesuai standar
KESEHATAN
PROGRAM Persentase 100 2.586.500.000,00 100 191.966.840 100 65.000.000,00 0 0,00 0,00 0 100,00 191.966.840 100,00 7,42 Dinas
SEDIAAN pemenuhan Kesehata
FARMASI, sediaan farmasi, n
ALAT alat kesehatan
KESEHATAN dan makanan
DAN minuman
MAKANAN
MINUMAN
PROGRAM Persentase 100 3.453.517.187,00 100 237.000.000,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 Dinas
PEMBERDAYA Kab/Kota dengan Kesehata
AN minimal 80% n
MASYARAKAT posyandu Aktif
BIDANG
KESEHATAN
PROGRAM Persentase 195 479.778.663.235,00 0 0 100 550.887.740.829,78 89,22 94.760.874.511,00 89,22 94.760.874.511 89,22 94.760.874.511 45,75 19,75 Rumah
PENUNJANG layanan Sakit
URUSAN penunjang Umum
PEMERINTAH urusan Daerah
AN DAERAH pemerintah Abdul
PROVINSI daerah Moelek
(RSUAM)
PROGRAM Persentase 1 2.500.000.000,00 0 0 100 2.500.000.000,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 Rumah
PEMENUHAN terlaksananya Sakit
UPAYA program Umum
KESEHATAN pemenuhan Daerah
PERORANGAN Upaya Kesehatan Abdul
DAN UPAYA Perorangan dan Moelek
KESEHATAN Upaya Kesehatan
MASYARAKAT Masyarakat
(RSUAM)
PROGRAM Persentase 193 74.886.772.860,00 95,83 51.499.189.955 100 50.663.487.426,03 31,55 13.412.733.709,90 31,55 13.412.733.710 127,38 64.911.923.665 66,00 86,68 Rumah
PENUNJANG layanan Sakit Jiwa
URUSAN penunjang Daerah
PEMERINTAH urusan
AN DAERAH pemerintah
PROVINSI daerah
(RS])
PROGRAM Persentase 428 4.181.841.777,00 87,50 1.964.327.239 100 10.431.257.974,80 0 0,00 0,00 0 87,50 1.964.327.239 20,44 46,97 Rumah
PEMENUHAN terlaksananya Sakit Jiwa
UPAYA program Daerah
KESEHATAN pemenuhan
PERORANGAN Upaya Kesehatan
DAN UPAYA Perorangan dan
KESEHATAN Upaya Kesehatan
MASYARAKAT Masyarakat
(RS])
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CAPATITI\‘I;QII\;ER]A RERGNC
REALISASI KINERJA DAN REALISASI KINERJA DAN KAT
URUSAN/ REALISASI KINER]A PADA TRIWULAN ANGGARAN RPJMD ANGGARAN RPJMD PROVINSI Dﬁ';ggﬁ;‘:ﬁs' DAERAH
BIDANG INDIKATOR REALISASI CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA DAN PROVINSI s/d TAHUN s/d TAHUN PENANG
URUSAN KINERJA TARGET RPJMD PROVINSI RPJMD PROVINSI SAMPAI ANGGARAN RKPD PROVINSI RPJMD PROVINSI GUNG
N SASARA PEMERINTAH PROGRAM TAHUN 2029 DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN YANG s/d TAHUN JAWAB
N AN DAERAH (OUTCOME)/ TAHUN LALU (N-2/2024) DIEVALUASI
DAN KEGIATAN
PROGRAM/ (OUTPUT) 1 1l il v
KEGIATAN
K Rp K Rp K Rp K Rp K I K | K | K | Rp K Rp K | Rp
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14=7+13 15=14/6 *100% 16
PROGRAM Persentase 90 759.214.384,00 100 451.532.796 100 338.862.800,00 0 0,00 0,00 0 100,00 451.532.796 111,11 59,47 Rumah
PENINGKATA peningkatan Sakit Jiwa
N KAPASITAS Kapasitas Daerah
SUMBER DAYA Sumber Daya
MANUSIA Manusia
KESEHATAN
(RS])
19 Meningk URUSAN PEMERINTAHAN DI 3,09 139.769.423.826,63
atnya BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN
infrastr PENATAAN RUANG
uktur
dasar
wilayah
PROGRAM Meningkatnya 5 9.442.295.642,00 200 13.782.689.526 100 2.492.295.642,00 0 21.499.800,00 0,00 21.499.800 200,00 13.804.189.326 4.000,0 146,20 Dinas
PENGELOLAA Penduduk 0 Perumaha
N DAN berakses Air n
PENGEMBANG minum layak Kawasan
AN SISTEM Permuki
PENYEDIAAN man dan
AIR MINUM Cipta
Karya
PROGRAM Meningkatnya 6 6.127.750.864,00 100 2.395.937.586 100 1.377.750.864,00 0 9.500.000,00 0,00 9.500.000 100,00 2.405.437.586 1.666,6 39,25 Dinas
PENGEMBANG Penyelenggaraan 7 Perumaha
AN SISTEM Infrastruktur n
DAN pada kawasan Kawasan
PENGELOLAA kumuh Permuki
N man dan
PERSAMPAHA Cipta
N REGIONAL Karya
PROGRAM Meningkatnya 6 8.770.109.968,04 300 3.590.954.319 100 1.720.109.968,04 0 23.999.600,00 0,00 23.999.600 300,00 3.614.953.919 | 5.000,0 41,22 Dinas
PENGELOLAA Infrastruktur 0 Perumaha
N DAN untuk n
PENGEMBANG konektifitas Kawasan
AN SISTEM wilayah, Permuki
AIR LIMBAH pelayanan dasar man dan
dan energi Cipta
Karya
PROGRAM Persentase 195 488.919.576.888,17 2458 225.298.749.524 100 80.121.804.211,00 0 1.836.585.832,00 0,00 1.836.585.832 245,83 227.135.335.356 126,07 46,46 Dinas
PENATAAN kualitas 3 Perumaha
BANGUNAN bangunan gedung n
GEDUNG provinsi dan Kawasan
lingkunganny a Permuki
yang sesuai man dan
standar Cipta
Karya
PROGRAM Persentase 12 253.683.307.870 2.700 39.802.296.951 100 24.672.564.469,00 0 99.409.706,00 0,00 2.700,0 22.500,
PENATAAN penataan 0 00
BANGUNAN bangunan dan
DAN lingkungannya
LINGKUNGAN
NYA
PROGRAM Meningkatkan 68 24.841.980.569,25 100 12.642.307.307 100 6.937.116.609,25 0 46.362.000,00 0,00 46.362.000 100,00 12.688.669.307 147,06 51,08 Dinas
PENYELENGG pengaturan dan Perumaha
ARAAN n
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TINGKAT

PERANG
REALISASI KINERJA DAN REALISASI KINERJA DAN cg‘;ﬁ:‘;}:&i‘;{A KAT
URUSAN/ REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN ANGGARAN RPJMD ANGGARAN RPJMD PROVINSI 'ANGGARAN DAERAH
BIDANG INDIKATOR REALISASI CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA DAN PROVINSI s/d TAHUN s/d TAHUN PENANG
URUSAN KINERJA TARGET RPJMD PROVINSI RPJMD PROVINSI SAMPAIL ANGGARAN RKPD PROVINSI RPJMD PROVINSI GUNG
No | SASARA | PEMERINTAH PROGRAM TAHUN 2029 DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN YANG s/d TAHUN JAWAB
N AN DAERAH (OUTCOME)/ TAHUN LALU (N-2/2024) DIEVALUASI
DAN KEGIATAN
PROGRAM/ (OUTPUT) 1 n 1 v
KEGIATAN
K Rp K Rp K Rp K Rp K I K | K | K Rp K Rp K | Rp
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14=7+13 15=14/6 *100% 16
PENATAAN pemanfaatan tata Kawasan
RUANG ruang Permuki
man dan
Cipta
Karya
PROGRAM Persentase 2.05 138.600.028.350,62 99 37.291.068.084 100 18.101.161.805,62 18,15 2.022.958.931,00 18,15 2.022.958.931 116,76 39.314.027.015 5,69 28,37 Dinas
PENUNJANG Layanan 2 Perumaha
URUSAN Penunjang n
PEMERINTAH Urusan Kawasan
AN DAERAH Pemerintahan Permuki
PROVINSI Daerah man dan
(PKPCK) Cipta
Karya
PROGRAM Persentase 14 2.270.569.500 0 0 100 120.569.500,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
PENGEMBANG pendataan rumah
AN
PERUMAHAN
PROGRAM persentase 15 832.546.500,00 100 808.345.990 100 832.546.500,00 0 0,00 0,00 0 100,00 808.345.990 666,67 97,09 Dinas
REDISTRIBUSI kesesuaian Perumaha
TANAH DAN retribusi tanah n
GANTI dan ganti Kawasan
KERUGIAN kerugian sesuai Permuki
TANAH dengan aturan man dan
KELEBIHAN Cipta
MAKSIMUM Karya
DAN TANAH
PROGRAM Persentase 19 11.106.013.827,63 100 1.418.149.235 100 1.819.137.086,63 0 470.964.986,63 0,00 470.964.987 100,00 1.889.114.221 526,32 17,01 Dinas
PENATAGUNA Pemanfaatan Perumaha
AN TANAH Aset Tanah n
PEMDA Kawasan
Permuki
man dan
Cipta
Karya
15 Meningk PROGRAM Persentase 1.53 52.831.296.304,05 95,83 49.235.118.243 100 52.831.296.304,05 1,21 8.692.532.160,00 1,21 8.692.532.160 97,04 57.927.650.403 6,31 109,65 Dinas
atkan PENUNJANG Pelaksanaan 7 Bina
Kualitas URUSAN Program Marga
Jalan PEMERINTAH Penunjang dan Bina
AN DAERAH Urusan Konstruks
PROVINSI Pemerintah i
(BMBK) Daerah Provinsi
PROGRAM Persentase 100 975.016.980.881,84 92,23 471.796.118.093 100 975.016.980.881,84 10,97 106.913.889.716,00 10,97 106.913.889.716 103,20 578.710.007.809 103,20 59,35 Dinas
PENYELENGG Tingkat Bina
ARAAN JALAN Kemantapan Marga
Jalan Provinsi dan Bina
Konstruks
i
PROGRAM Persentase SDM 100 1.960.091.900,00 100 3.865.908.051 100 68.925.560,00 0 0,00 0,00 0 100,00 3.865.908.051 100,00 197,23 Dinas
PENGEMBANG yang Bina
AN JASA Mendapatkan Marga
KONSTRUKSI Sertifikasi Tenaga dan Bina
Ahli Konstruksi Konstruks
i
18 Meningk PROGRAM Persentase 474 73.003.996.218,00 0 0 100 55.557.747.925,00 19,05 7.992.429.155,00 19,05 7.992.429.155 19,05 7.992.429.155 4,02 10,95 Dinas
atnya PENUNJANG F Pengelola
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CAPATIIA“I\?QII\;ER]A RERGNC
REALISASI KINERJA DAN REALISASI KINERJA DAN KAT
URUSAN/ REALISASI KINER]A PADA TRIWULAN ANGGARAN RPJMD ANGGARAN RPJMD PROVINSI D’;':,ggﬁ;‘:ﬁs' DAERAH
BIDANG INDIKATOR REALISASI CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA DAN PROVINSI s/d TAHUN s/d TAHUN PENANG
URUSAN KINERJA TARGET RPJMD PROVINSI RPJMD PROVINSI SAMPAI ANGGARAN RKPD PROVINSI RPJMD PROVINSI GUNG
N SASARA PEMERINTAH PROGRAM TAHUN 2029 DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN YANG s/d TAHUN JAWAB
N AN DAERAH (OUTCOME)/ TAHUN LALU (N-2/2024) DIEVALUASI
DAN KEGIATAN
PROGRAM/ (OUTPUT) 1 1l il v
KEGIATAN
K Rp K Rp K Rp K Rp K I K | K | K Rp K Rp K | Rp
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14=7+13 15=14/6 *100% 16
Kapasita URUSAN Program Sumber
s PEMERINTAH Penunjang Daya Air
Jaringan AN DAERAH Urusan
Sumber PROVINSI Pemerintah
Daya Air (PSDA) Daerah Provinsi
PROGRAM Persentase Luas 199, 207.255.044.575,00 95,75 155.642.354.648 100 146.537.737.636,55 0 11.639.291.940,00 0,00 11.639.291.940 95,75 167.281.646.588 47,99 80,71 Dinas
PENGELOLAA Daerah Irigasi 54 Pengelola
N SUMBER dan infrastruktur Sumber
DAYA AIR SDA lainnya yang Daya Air
(SDA) terlayani pada
wilayah
kewenangan
provinsi
19 Meningk URUSAN PEMERINTAHAN DI 0 198.406.098.833,98
atnya BIDANG PERUMAHAN RAKYAT
infrastr DAN KAWASAN PERMUKIMAN
uktur
dasar
wilayah
PROGRAM Meningkatnya 116 72.512.175.883,00 44,25 33.327.725.568 100 13.360.875.883,00 0 1.400.836.060,00 0,00 1.400.836.060 44,25 34.728.561.628 3,81 47,89 Dinas
KAWASAN Kualitas 1 Perumaha
PERMUKIMAN Perumahan n
Kawasan
Permuki
man dan
Cipta
Karya
PROGRAM Meningkatnya 2.85 1.073.732.828.967,98 3557 276.483.880.394 100 197.005.262.773,98 0 197.005.262.773,98 0,00 197.005.262.774 355,77 473.489.143.168 12,48 44,10 Dinas
PENINGKATA Penyelenggaraan 0 7 Perumaha
N Infrastruktur n
PRASARANA, pada kawasan Kawasan
SARANA DAN kumuh Permuki
UTILITAS man dan
UMUM (PSU) Cipta
Karya
32 Meningk URUSAN PEMERINTAHAN DI 9,58 13.400.624.122,00
atnya BIDANG KETENTRAMAN DAN
stabilita KETERTIBAN UMUM SERTA
sdan PERLINDUNGAN MASYARAKAT
keaman
an
daerah
PROGRAM PERSENTASE 738 56.653.115.000,00 80,58 45.398.719.686 100 53.611.972.240,63 4,71 8.387.976.620,00 4,71 8.387.976.620 85,29 53.786.696.306 11,56 94,94 Satuan
PENUNJANG LAYANAN Polisi
URUSAN PENUNJANG Pamong
PEMERINTAH URUSAN Praja
AN DAERAH PEMERINTAHAN
PROVINSI DAERAH
(SATPOL PP) PROVINSI
PROGRAM PERSENTASE 193 4.243.251.500,00 83,07 1.653.272.993 100 2.035.299.035,00 0,00 0 83,07 1.653.272.993 43,04 38,96 Satuan
PENINGKATA PENINGKATAN Polisi
N KETENTERAMAN Pamong
KETENTERAM DAN Praja
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TINGKAT

PERANG
REALISASI KINERJA DAN REALISASI KINERJA DAN CARSTANKINERIS KAT
URUSAN/ REALISASI KINER]A PADA TRIWULAN ANGGARAN RPJMD ANGGARAN RPJMD PROVINSI Dﬁ';ggﬁ;‘:ﬁs' DAERAH
BIDANG INDIKATOR REALISASI CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA DAN PROVINSI s/d TAHUN s/d TAHUN PENANG
URUSAN KINERJA TARGET RPJMD PROVINSI RPJMD PROVINSI SAMPAI ANGGARAN RKPD PROVINSI RPJMD PROVINSI GUNG
N SASARA PEMERINTAH PROGRAM TAHUN 2029 DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN YANG s/d TAHUN JAWAB
N AN DAERAH (OUTCOME)/ TAHUN LALU (N-2/2024) DIEVALUASI
DAN KEGIATAN
PROGRAM/ (OUTPUT) 1 1l il v
KEGIATAN
K Rp K Rp K Rp K Rp K I § K | K | K Rp K Rp K | Rp
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14=7+13 15=14/6 *100% 16
AN DAN KETERTIBAN
KETERTIBAN UMUM
UMUM
21 Meningk PROGRAM PERSENTASE 810 13.668.354.586,00 100 11.269.465.179 100 10.620.642.096,00 12,57 1.140.009.712,00 12,57 1.140.009.712 112,57 12.409.474.891 13,90 90,79 Badan
atnya PENUNJANG LAYANAN Penanggu
Mitigasi, URUSAN PENUNJANG lanan
Kesiapsia PEMERINTAH URUSAN Bencanan
gaan, dan AN DAERAH PEMERINTAHAN Daerah
Tanggap PROVINSI DAERAH
Darurat (BPBD) PROVINSI
Bencana
PROGRAM Prosentase 2.99 49.064.706.343,00 86 28.822.748.381 100 37.519.616.570,00 11,47 3.872.637.790,00 11,47 3.872.637.790 97,47 32.695.386.171 3,26 66,64 Badan
PENANGGULA Peningkatan 3 Penanggu
NGAN Pencegahan dan lanan
BENCANA Kesiapsiagaan Bencanan
Daerah terhadap Daerah
Penangulangan
Bencana sesuai
target dan
ketentuan yang
berlaku, Upaya
Penyelamatan
Korban Bencana
melalui tanggap
darurat serta
Pennyediaan
Logistik,dan
Rehabilitasi dan
Rekonstruksi
Pasc
14 Meningk 15,0 849.531.361,00
atnya 0
kualitas
jaminan
sosial
bagi
Masyara
kat
miskin
PROGRAM Persentase 100 252.743.655,00 100 22.061.760.430 100 16.778.320,00 25 4.280.000,00 25,00 4.280.000 125,00 22.066.040.430 125,00 8.730, Dinas
PENUNJANG Pelayanan 60 Sosial
URUSAN Penunjang
PEMERINTAH Urusan
AN DAERAH Pemerintah
PROVINSI Daerah
PROGRAM Persentase 100 208.194.250,00 0 0 100 267.827.460,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 Dinas
PEMBERDAYA Peningkatan Sosial
AN SOSIAL Pemberdayaan
Sosial di
Kabupaten/Kota
PROGRAM Persentase 100 968.100.658,00 100 246.956.500 100 176.808.418,00 20 3.344.000,00 20,00 3.344.000 120,00 250.300.500 120,00 25,85 Dinas
PENANGANAN Warga Negara Sosial
WARGA Migran Korban
NEGARA Tindak
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TINGKAT

PERANG
REALISASI KINERJA DAN REALISASI KINERJA DAN CARSTANKINERIS KAT
URUSAN/ REALISASI KINER]A PADA TRIWULAN ANGGARAN RPJMD ANGGARAN RPJMD PROVINSI Dﬁ';ggﬁ;‘:ﬁs' DAERAH
BIDANG INDIKATOR REALISASI CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA DAN PROVINSI s/d TAHUN s/d TAHUN PENANG
URUSAN KINERJA TARGET RPJMD PROVINSI RPJMD PROVINSI SAMPAI ANGGARAN RKPD PROVINSI RPJMD PROVINSI GUNG
N SASARA PEMERINTAH PROGRAM TAHUN 2029 DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN YANG s/d TAHUN JAWAB
N AN DAERAH (OUTCOME)/ TAHUN LALU (N-2/2024) DIEVALUASI
DAN KEGIATAN
PROGRAM/ (OUTPUT) 1 1l il v
KEGIATAN
K Rp K Rp K Rp K Rp K I K | K | K | Rp K Rp K Rp
1 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14=7+13 15=14/6 *100% 16
MIGRAN Kekerasan Asal
KORBAN Lampung yang
TINDAK Tertangani
KEKERASAN
PROGRAM Persentase PPKS 100 50.476.092.478,00 100 7.591.761.942 100 7.213.398.725,85 20 795.520.361,00 20,00 795.520.361 120,00 8.387.282.303 120,00 16,62 Dinas
REHABILITASI yang Dilayani dan Sosial
SOSIAL diRehabilitasi di
dalam panti
PROGRAM Persentase 100 4.069.314.525,00 91,90 1.008.086.000 100 626.887.470,00 20 10.500.000,00 20,00 10.500.000 111,90 1.018.586.000 111,90 25,03 Dinas
PERLINDUNG Daerah yang Sosial
AN DAN Melaksanakan
JAMINAN Pengelolaan dan
SOSIAL Pendataan Data
Fakir Miskin
PROGRAM Persentase 100 25.389.289.785,00 100 4.962.734.680 100 14.959.703.143,10 20 35.887.000,00 20,00 35.887.000 120,00 4.998.621.680 120,00 19,69 Dinas
PENANGANAN Penanganan Sosial
BENCANA Korban Bencana
Alam dan Sosial
Yang Terpenuhi
Kebutuhan
Dasarnya
PROGRAM Persentase 100 18.585.730.987,00 100 337.789.000 100 262.848.100,00 0 0,00 0,00 0 100,00 337.789.000 100,00 1,82 Dinas
PENGELOLAA Pengelolaan Sosial
N TAMAN Taman Makam
MAKAM Pahlawan
PAHLAWAN Provinsi
2 Meningk 0,70 5.932.847.557,00
atnya
Penyera
pan
Tenaga
Kerja
PROGRAM Persentase 2.46 40.346.881.227,00 80,83 79.023.962.539 100 28.248.781.475,65 4,17 5.932.847.557,00 4,17 5.932.847.557 85,00 84.956.810.096 3,46 210,57 Dinas
PENUNJANG Layanan 0 Ketenaga
URUSAN Penunjang Kerjaan
PEMERINTAH Urusan
AN DAERAH Pemerintah
PROVINSI Daerah yang
Berkualitas
PROGRAM Persentase 155 1.125.000.000,00 50 345.505.497 100 119.281.880,00 0 0,00 0,00 0 50,00 345.505.497 32,26 30,71 Dinas
PERENCANAA Akurasi Proyeksi Ketenaga
N TENAGA Indikator Dalam Kerjaan
KERJA Rencana Tenaga
Kerja
PROGRAM Persentase 7.68 59.750.000.000,00 37,50 6.381.707.401 100 10.335.000.000,00 0 0,00 0,00 0 37,50 6.381.707.401 0,49 10,68 Dinas
PELATIHAN Tenaga Kerja 0 Ketenaga
KERJA DAN Yang Mendapat Kerjaan
PRODUKTIVIT Pelatihan Kerja
AS TENAGA Dan
KERJA Produktivitas
Bersertifikat
PROGRAM Persentase 548 6.810.000.000,00 32,78 955.621.900 100 415.008.000,00 0 0,00 0,00 0 32,78 955.621.900 0,60 14,03 Dinas
PENEMPATAN Kenaikan Tenaga 5 Ketenaga
Kerja Yang Kerjaan
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TINGKAT
CAPAIAN KINERJA RERGNC
REALISASI KINERJA DAN REALISASI KINERJA DAN AN REALISASI KAT
URUSAN/ REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN ANGGARAN RPJMD ANGGARAN RPJMD PROVINSI DANGGARAN DAERAH
BIDANG INDIKATOR REALISASI CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA DAN PROVINSI s/d TAHUN s/d TAHUN PENANG
URUSAN KINERJA TARGET RPJMD PROVINSI RPJMD PROVINSI SAMPAI ANGGARAN RKPD PROVINSI RPJMD PROVINSI GUNG
8 SASARA PEMERINTAH PROGRAM TAHUN 2029 DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN YANG s/d TAHUN JAWAB
L N AN DAERAH (OUTCOME)/ TAHUN LALU (N-2/2024) DIEVALUASI
DAN KEGIATAN
PROGRAM/ (OUTPUT) 1 1l il v
KEGIATAN
K Rp K Rp K Rp K Rp K I § K | K | K | Rp K Rp K | Rp
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14=7+13 15=14/6 *100% 16
TENAGA Mendapat
KERJA Layanan
Penempatan
PROGRAM Persentase 583 3.875.000.000,00 74,62 2.642.783.940 100 1.143.430.820,00 0 0,00 0,00 0 74,62 2.642.783.940 12,80 68,20 Dinas
HUBUNGAN Perusahaan yang Ketenaga
INDUSTRIAL menerapkan tata Kerjaan
kelola kerja yang
layak (PP, PKB,
LKS Bipartit,
Struktur Skala
Upah dan
terdaftar BPJS
Ketenagakerjaan)
PROGRAM Persentase 1.45 5.375.000.000,00 54,44 1.217.455.520 100 417.018.000,00 0 0,00 0,00 0 54,44 1.217.455.520 3,73 22,65 Dinas
PENGAWASAN Perusahaan yang 8 Ketenaga
KETENAGAKE menerapkan Kerjaan
RJAAN sistem
manajemen
Keselamatan dan
Kesehatan Kerja
(K3)
7 Meningk URUSAN PEMERINTAHAN 3,81 1.736.042.956,00
atnya DIBIDANG PEMBERDAYA
Pemenu PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
han Hak ANAK
dan
Perlindu
ngan
Anak
PROGRAM Persentase 100 64.829.656.974,00 100 11.686.715.615 100 10.923.288.955,00 24,44 1.694.277.956,00 24,44 1.694.277.956 124,44 13.380.993.571 124,44 20,64 Dinas
PENUNJANG Layanan Urusan Pemberda
URUSAN PD yang yaan
PEMERINTAH ditingkatkan Perempua
AN DAERAH ndan
PROVINSI Perlindun
gan Anak
PROGRAM persentase 100 2.972.048.719,00 100 737.104.500 100 392.574.600,00 0 13.315.000,00 0,00 13.315.000 100,00 750.419.500 100,00 25,25 Dinas
PENGARUSUT kabupaten/kota Pemberda
AMAAN yang yaan
GENDER DAN mendapatkan Perempua
PEMBERDAYA advokasi ndan
AN pengarusutamaa Perlindun
PEREMPUAN n gender gan Anak
PROGRAM Persentase 100 7.972.180.883,00 100 870.352.150 100 1.279.664.100,00 2,22 28.450.000,00 2,22 28.450.000 102,22 898.802.150 102,22 11,27 Dinas
PERLINDUNG Kabupaten/Kota Pemberda
AN yang Aktif dalam yaan
PEREMPUAN Pencegahan Perempua
Kekerasan ndan
terhadap Perlindun
Perempuan gan Anak
PROGRAM Persentase 100 313.710.564,00 100 134.944.000 100 51.385.000,00 0 0,00 0,00 0 100,00 134.944.000 100,00 43,02 Dinas
PENINGKATA Kabupaten/Kota Pemberda
N KUALITAS yang yaan
KELUARGA lak Perempua
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TINGKAT

PERANG
REALISASI KINERJA DAN REALISASI KINERJA DAN CAI;AIAE(";??A KAT
URUSAN/ REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN ANGGARAN RPJMD ANGGARAN RPJMD PROVINSI D A':IEG A'ﬁ'AN L DAERAH
BIDANG INDIKATOR REALISASI CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA DAN PROVINSI s/d TAHUN s/d TAHUN PENANG
URUSAN KINERJA TARGET RPJMD PROVINSI RPJMD PROVINSI SAMPAI ANGGARAN RKPD PROVINSI RPJMD PROVINSI GUNG
8 SASARA PEMERINTAH PROGRAM TAHUN 2029 DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN YANG s/d TAHUN JAWAB
L N AN DAERAH (OUTCOME)/ TAHUN LALU (N-2/2024) DIEVALUASI
DAN KEGIATAN
PROGRAM/ (OUTPUT) 1 1l il v
KEGIATAN
K Rp K Rp K Rp Rp K I § K | K | K | Rp K Rp K | Rp
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14=7+13 15=14/6 *100% 16
peningkatan ndan
ketahanan Perlindun
keluarga gan Anak
PROGRAM Cakupan 100 1.058.561.800,00 100 85.726.760 100 37.541.800,00 0,00 0,00 0 100,00 85.726.760 100,00 8,10 Dinas
PENGELOLAA Ketersediaan Pemberda
N SISTEM Data yang Up to yaan
DATA GENDER Date di Perempua
DAN ANAK Kabupaten/Kota ndan
di Lampung Perlindun
gan Anak
PROGRAM Persentase 100 1.899.990.000,00 100 330.615.400 100 90.000.000,00 0,00 0,00 0 100,00 330.615.400 100,00 17,40 Dinas
PEMENUHAN kab/kota layak Pemberda
HAK ANAK anak yang yaan
(PHA) mendapatkan Perempua
predikat minimal ndan
madya Perlindun
gan Anak
PROGRAM Persentase 100 834.775.900,00 100 68.244.000 100 115.675.900,00 0,00 0,00 0 100,00 68.244.000 100,00 8,18 Dinas
PERLINDUNG Kabupaten/Kota Pemberda
AN KHUSUS yang Aktif dalam yaan
ANAK Pencegahan Perempua
Kekerasan ndan
terhadap Anak Perlindun
gan Anak
1 Meningk URUSAN 0,00
atnya PEMERINTAH
Pertumb AN DIBIDANG
uhan PANGAN
Ekonom
i Sektor
Unggula
n
PROGRAM Skor Pola Pangan 32 956.928.900,00 100 1.387.220.702 100 456.928.900,00 0,00 0,00 0 100,00 1.387.220.702 312,50 144,97 Dinas
PENINGKATA Harapan Ketahana
N n Pangan,
DIVERSIFIKAS Tanaman
I DAN Pangan
KETAHANAN Dan
PANGAN Hortikult
MASYARAKAT ura
PROGRAM Persentase 2,18 573.929.011,00 0 0 524 123.319.270,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 Dinas
PENANGANAN daerah rentan Ketahana
KERAWANAN rawan pangan n Pangan,
PANGAN Tanaman
Pangan
Dan
Hortikult
ura
PROGRAM Persentase 95 942.732.526,00 100 438.273.845 95 202.563.530,00 0,00 0,00 0 100,00 438.273.845 105,26 46,49 Dinas
PENGAWASAN pangan segar Ketahana
KEAMANAN yang memenuhi n Pangan,
PANGAN persyaratan dan Tanaman
mutu keamanan Pangan
pangan. Dan
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TINGKAT
CAPAIAN KINERJA RERGNC
REALISASI KINERJA DAN REALISASI KINERJA DAN KAT
URUSAN/ REALISASI KINER]A PADA TRIWULAN ANGGARAN RPJMD ANGGARAN RPJMD PROVINSI D’;':,ggﬁ;‘:ﬁs' DAERAH
BIDANG INDIKATOR REALISASI CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA DAN PROVINSI s/d TAHUN s/d TAHUN PENANG
URUSAN KINERJA TARGET RPJMD PROVINSI RPJMD PROVINSI SAMPAI ANGGARAN RKPD PROVINSI RPJMD PROVINSI GUNG
N SASARA PEMERINTAH PROGRAM TAHUN 2029 DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN YANG s/d TAHUN JAWAB
N AN DAERAH (OUTCOME)/ TAHUN LALU (N-2/2024) DIEVALUASI
DAN KEGIATAN
PROGRAM/ (OUTPUT) 1 1l il v
KEGIATAN
K Rp K Rp K Rp K Rp K I § K | K | K | Rp K Rp K | Rp
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14=7+13 15=14/6 *100% 16
Hortikult
ura
19 Meningk URUSAN PEMERINTAHAN 0 470.964.986,63
atnya DIBIDANG PERTANAHAN
infrastr
uktur
dasar
wilayah
PROGRAM persentase 15 832.546.500,00 100 808.546.500 100 832.546.500,00 0 0,00 0,00 0 100,00 808.546.500 666,67 97,12 Dinas
REDISTRIBUSI kesesuaian Perumaha
TANAH DAN retribusi tanah n
GANTI dan ganti Kawasan
KERUGIAN kerugian sesuai Permuki
TANAH dengan aturan man dan
KELEBIHAN Cipta
MAKSIMUM Karya
DAN TANAH
PROGRAM Persentase 19 11.106.013.827,63 100 1.418.149.235 100 1.819.137.086,63 0 470.964.986,63 0,00 470.964.987 100,00 1.889.114.221 526,32 17,01 Dinas
PENATAGUNA Pemanfaatan Perumaha
AN TANAH Aset Tanah n
PEMDA Kawasan
Permuki
man dan
Cipta
Karya
20 Meningk URUSAN PEMERINTAHAN DI 0,41 2.507.271.120,00
atnya BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
kualitas
lingkung
an hidup
PROGRAM Persentase 790 96.192.613.597,24 100 15.177.080.319 100 15.231.610.973,40 4,12 2.497.675.120,00 4,12 2.497.675.120 104,12 17.674.755.439 13,18 18,37 Dinas
PENUNJANG dokumen Lingkung
URUSAN administrasi an Hidup
PEMERINTAH umum,
AN DAERAH perencanaan,
PROVINSI kepegawaian,
keuangan dan
aset sesuai
ketentuan yang
berlaku
PROGRAM Persentase 20 3.531.624.297,09 100 224.385.958 100 126.599.890,00 0 9.596.000,00 0,00 9.596.000 100,00 233.981.958 500,00 6,63 Dinas
Perencanaan dokumen data Lingkung
LINGKUNGAN dan informasi an Hidup
HIDUP sumber daya
alam dan
perencanaan
lingk hidup
PROGRAM Persentase 20 3.999.299.050,03 100 290.530.136 100 171.856.450,00 0 0,00 0,00 0 100,00 290.530.136 500,00 7,26 Dinas
PENGENDALIA dokumen Lingkung
N pembinaan dan an Hidup
PENCEMARAN koordinasi
DAN/ATAU pelaksanaan
KERUSAKAN pengendalian
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TINGKAT

PERANG
REALISASI KINERJA DAN REALISASI KINERJA DAN CAl;AIAﬁAK";iI;lA KAT
URUSAN/ REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN ANGGARAN RPJMD ANGGARAN RPJMD PROVINSI D A':IEG A'ﬁ'AN L DAERAH
BIDANG INDIKATOR REALISASI CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA DAN PROVINSI s/d TAHUN s/d TAHUN PENANG
URUSAN KINERJA TARGET RPJMD PROVINSI RPJMD PROVINSI SAMPAI ANGGARAN RKPD PROVINSI RPJMD PROVINSI GUNG
8 SASARA PEMERINTAH PROGRAM TAHUN 2029 DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN YANG s/d TAHUN JAWAB
L N AN DAERAH (OUTCOME)/ TAHUN LALU (N-2/2024) DIEVALUASI
DAN KEGIATAN
PROGRAM/ (OUTPUT) 1 1l il v
KEGIATAN
K Rp K Rp K Rp Rp K I § K | K | K | Rp K Rp K | Rp
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14=7+13 15=14/6 *100% 16
LINGKUNGAN pencemaran dan
HIDUP kerusakan
ingk hidup
PROGRAM Persentase 2 283.633.000,00 0 0 100 61.017.480,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 Dinas
PENGELOLAA Pengelolaan Lingkung
N Keanekaragaman an Hidup
KEANEKARAG Hayati (KEHATI)
AMAN HAYATI
(KEHATI)
PROGRAM Persentase 10 618.926.121,00 100 162.002.916 100 104.774.200,00 0,00 0,00 0 100,00 162.002.916 1.000,0 26,17 Dinas
PENGENDALIA dokumen 0 Lingkung
N BAHAN Pengelolaan an Hidup
BERBAHAYA Limbah B3 di
DAN Provinsi
BERACUN (B3)
DAN LIMBAH
BAHAN
BERBAHAYA
DAN
BERACUN
(LIMBAH B3)
PROGRAM Persentase 130 438.489.000,00 0 0 100 54.501.700,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 Dinas
PEMBINAAN pengawasan dan Lingkung
DAN penegakan an Hidup
PENGAWASAN hukum
TERHADAP lingkungan
IZIN
LINGKUNGAN
DAN IZIN
PERLINDUNG
AN DAN
PENGELOLAA
N
LINGKUNGAN
HIDUP (PPLH)
PROGRAM Persentase 5 210.422.500,00 0 0 100 26.040.440,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 Dinas
PENINGKATA Pendidikan, Lingkung
N Pelatihan dan an Hidup
PENDIDIKAN, Penyuluhan
PELATIHAN Lingkungan
DAN Hidup untuk
PENYULUHAN Masyarakat
LINGKUNGAN
HIDUP UNTUK
MASYARAKAT
PROGRAM Persentase 125 436.282.850,00 0 0 100 36.490.790,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 Dinas
PENGHARGAA pemberian Lingkung
N penghargaan an Hidup
LINGKUNGAN lingkungan hidup
HIDUP UNTUK untuk
MASYARAKAT masyarakat
PROGRAM Persentase 40 569.578.000,00 0 0 100 48.894.700,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 Dinas
PENANGANAN penyelesaian Lingkung
PENGADUAN p dan an Hidup
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CAPATIl:l\‘I;le\I‘-IrER]A RERGNC
REALISASI KINERJA DAN REALISASI KINERJA DAN KAT
URUSAN/ REALISASI KINER]A PADA TRIWULAN ANGGARAN RPJMD ANGGARAN RPJMD PROVINSI Dﬁ';ggﬁ;‘:ﬁs' DAERAH
BIDANG INDIKATOR REALISASI CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA DAN PROVINSI s/d TAHUN s/d TAHUN PENANG
URUSAN KINERJA TARGET RPJMD PROVINSI RPJMD PROVINSI SAMPAI ANGGARAN RKPD PROVINSI RPJMD PROVINSI GUNG
N SASARA PEMERINTAH PROGRAM TAHUN 2029 DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN YANG s/d TAHUN JAWAB
N AN DAERAH (OUTCOME)/ TAHUN LALU (N-2/2024) DIEVALUASI
DAN KEGIATAN
PROGRAM/ (OUTPUT) 1 1l il v
KEGIATAN
K Rp K Rp K Rp K Rp K I § K | K | K | Rp K Rp K | Rp
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14=7+13 15=14/6 *100% 16
LINGKUNGAN penanganan
HIDUP kasus lingkungan
PROGRAM Persentase 10 2.790.795.646,00 50 952.527.000 100 306.067.500,00 0 0,00 0,00 0 50,00 952.527.000 500,00 34,13 Dinas
PENGELOLAA Kinerja Lingkung
N Pengelolaan an Hidup
PERSAMPAHA Sampah Regional
N
25 Meningk URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 0,74 1.195.397.422,00
atnya ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pelayan DAN PENCATATAN SIPIL
an
Publik
Prima
PROGRAM Persentase 100 21.824.140.656,00 79,79 6.230.222.249 100 5.972.656.224,00 3,69 1.195.397.422,00 3,69 1.195.397.422 83,48 7.425.619.671 83,48 34,02 Dinas
PENUNJANG pemenuhan Kependud
URUSAN penunjang ukan dan
PEMERINTAH kegiatan dalam Pencatata
AN DAERAH rangka n Sipil
PROVINSI pelaksanaan
urusan
pemerintah
daerah provinsi
lampung
PROGRAM Persentase 100 655.716.629,00 100 422.544.739 100 179.451.290,00 0 0,00 0,00 0 100,00 422.544.739 100,00 64,44 Dinas
PENDAFTARA Pelaksanaan Kependud
N PENDUDUK Pendaftaran ukan dan
Kependudukan di Pencatata
Provinsi n Sipil
Lampung
PROGRAM Persentase 100 204.627.161,00 100 216.158.900 100 56.000.725,00 0 0,00 0,00 0 100,00 216.158.900 100,00 105,64 Dinas
PENCATATAN pelaksanaan Kependud
SIPIL pencatatan sipil ukan dan
di Provinsi Pencatata
Lampung n Sipil
PROGRAM Persentase 100 161.469.385,00 100 213.122.961 100 44.189.650,00 0 0,00 0,00 0 100,00 213.122.961 100,00 131,99 Dinas
PENGELOLAA pengelolaan Kependud
N INFORMASI informasi ukan dan
ADMINISTRAS administrasi Pencatata
I kependudukan di n Sipil
KEPENDUDUK Kab/Kota se-
AN Provinsi
Lampung
PROGRAM Persentase 100 209.648.775,00 100 120.096.300 100 57.375.000,00 0 0,00 0,00 0 100,00 120.096.300 100,00 57,28 Dinas
PENGELOLAA pengelolaan Kependud
N PROFIL profil ukan dan
KEPENDUDUK kependudukan Pencatata
AN Provinsi n Sipil
Lampung
24 Meningk URUSAN PEMERINTAHAN 2,25 1.515.064.137,00
atnya DIBIDANG PEMBERDAYAAN
Akuntab MASYARAKAT DAN DESA
ilitas
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TINGKAT
CAPAIAN KINERJA RERGNC
REALISASI KINERJA DAN REALISASI KINERJA DAN KAT
URUSAN/ REALISASI KINER]A PADA TRIWULAN ANGGARAN RPJMD ANGGARAN RPJMD PROVINSI D’;':,ggﬁ;‘:ﬁs' DAERAH
BIDANG INDIKATOR REALISASI CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA DAN PROVINSI s/d TAHUN s/d TAHUN PENANG
URUSAN KINERJA TARGET RPJMD PROVINSI RPJMD PROVINSI SAMPAI ANGGARAN RKPD PROVINSI RPJMD PROVINSI GUNG
N SASARA PEMERINTAH PROGRAM TAHUN 2029 DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN YANG s/d TAHUN JAWAB
N AN DAERAH (OUTCOME)/ TAHUN LALU (N-2/2024) DIEVALUASI
DAN KEGIATAN
PROGRAM/ (OUTPUT) 1 1l il v
KEGIATAN
K Rp K Rp K Rp K Rp K I § K | K | K | Rp K Rp K | Rp
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14=7+13 15=14/6 *100% 16
Kinerja
Instansi
Pemerin
tah
PROGRAM Persentase 100 12.653.647.756,00 100 11.995.695.411 100 12.650.147.756,30 4,49 1.515.064.137,00 4,49 1.515.064.137 104,49 13.510.759.548 104,49 106,77 Dinas
PENUNJANG pemenuhan Pemberda
URUSAN sarana dan ya
PEMERINTAH prasarana Masyarak
AN DAERAH penunjang at, Desa
PROVINSI pemerintah dan
(Dinas Transmig
Pemberdayaan rasi
Masyarakat, Desa
dan Transmigrasi
Prov.Lampung)
PROGRAM Jumlah 25 2.000.000.000,00 25 1.000.000.000 25 2.000.000.000,00 0 0,00 0,00 0 25,00 1.000.000.000 100,00 50,00 Dinas
PENINGKATA Kerjasama antar Pemberda
N KERJA SAMA desa yang ya
DESA dilaksanakan Masyarak
at, Desa
dan
Transmig
rasi
24 Meningk URUSAN PEMERINTAHAN DI 0 0,00
atnya BIDANG PENGENDALIAN
Akuntab PENDUDUK DAN KELUARGA
ilitas BERENCANA
Kinerja
Instansi
Pemerin
tah
PROGRAM Persentase 100 232.050.000,00 0 0 100 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 Dinas
PENGENDALIA Peserta KB Pemberda
N PENDUDUK Aktif/mCPR yaan
Perempua
ndan
Pelindung
an Anak
PROGRAM Persentase 100 464.100.000,00 100 17.977.000 100 0,00 0 0,00 0,00 0 100,00 17.977.000 100,00 3,87 Dinas
PEMBINAAN Pembinaan Pemberda
KELUARGA Keluarga yaan
BERENCANA Berencana (KB) Perempua
(KB) i ndan
Kabupaten/Kota Pelindung
an Anak
PROGRAM Persentase 100 1.440.000.000,00 100 1.759.473.750 100 150.000.000,00 0 0,00 0,00 0 100,00 1.759.473.750 | 100,00 122,19 | Dinas
PEMBERDAYA Kab/kota yang Pemberda
AN DAN melaksanakan yaan
PENINGKATA Pemberdayaan Perempua
N KELUARGA dan Peningkatan ndan
SEJAHTERA Keluarga Pelindung
(KS) Sejahtera an Anak
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TINGKAT
CAPAIAN KINERJA RERGNC
REALISASI KINERJA DAN REALISASI KINERJA DAN KAT
URUSAN/ REALISASI KINER]A PADA TRIWULAN ANGGARAN RPJMD ANGGARAN RPJMD PROVINSI D’;':,ggﬁ;‘:ﬁs' DAERAH
BIDANG INDIKATOR REALISASI CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA DAN PROVINSI s/d TAHUN s/d TAHUN PENANG
URUSAN KINERJA TARGET RPJMD PROVINSI RPJMD PROVINSI SAMPAI ANGGARAN RKPD PROVINSI RPJMD PROVINSI GUNG
N SASARA PEMERINTAH PROGRAM TAHUN 2029 DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN YANG s/d TAHUN JAWAB
N AN DAERAH (OUTCOME)/ TAHUN LALU (N-2/2024) DIEVALUASI
DAN KEGIATAN
PROGRAM/ (OUTPUT) 1 1l il v
KEGIATAN
K Rp K Rp K Rp K Rp K I § K | K | K | Rp K Rp K | Rp
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14=7+13 15=14/6 *100% 16
25 Meningk URUSAN PEMERINTAHAN DI 4,09 2.438.648.069,00
atnya BADAN PERHUBUNGAN
Pelayan
an
Publik
Prima
PROGRAM Persentase tata 100 92.196.967.073,00 78,96 17.568.179.440 100 17.540.183.570,95 8,01 2.432.589.866,00 8,01 2.432.589.866 86,97 20.000.769.306 86,97 21,69 Dinas
PENUNJANG kelola program Perhubun
URUSAN penunjang gan
PEMERINTAH urusan
AN DAERAH Pemerintah
PROVINSI Daerah
PROGRAM Persentase 100 18.259.313.553,00 87,08 3.022.680.479 100 1.331.824.475,00 0 2.520.000,00 0,00 2.520.000 87,08 3.025.200.479 87,08 16,57 Dinas
PENYELENGG penyelenggaraan Perhubun
ARAAN LALU lalu lintas dan gan
LINTAS DAN angkutan jalan
ANGKUTAN
JALAN (LLAJ)
PROGRAM Persentase 100 16.373.855.690,00 0 0 100 45.730.690,00 8,33 3.538.203,00 8,33 3.538.203 8,33 3.538.203 8,33 0,02 Dinas
PENGELOLAA pengelolaan Perhubun
N PELAYARAN pelayaran gan
PROGRAM Persentase 100 3.448.100.000,00 0 0 100 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 Dinas
PENGELOLAA pengelolaan Perhubun
N perkeretaapian gan
PERKERETAA
PIAN
26 Meningk URUSAN PEMERINTAHAN DI 4,33 5.296.908.917,00
atnya BIDANG KOMUNIKASI DAN
Kualitas INFORMATIKA
Impleme
ntasi
Sistem
Pemerin
tah
Berbasis
Elektron
ik
PROGRAM Persentase 219 83.598.658.213,00 95,83 67.897.962.743 100 18.406.850.470,00 1,61 3.573.961.717,00 1,61 3.573.961.717 97,44 71.471.924.460 4,44 85,49 Dinas
PENUNJANG Peningkatan 5 Komunika
URUSAN Layanan si,
PEMERINTAH Penunjang Informati
AN DAERAH Urusan ka dan
PROVINSI Pemerintah Statistik
Daerah Provinsi
PROGRAM Persentase 4.59 71.030.977.195,00 88,89 75.803.938.914 100 15.531.836.455,00 833 231.552.000,00 8,33 231.552.000 97,22 76.035.490.914 2,12 107,05 Dinas
PENGELOLAA Terkelolanya 5 Komunika
N INFORMASI Komunikasi si,
DAN Publik di Informati
KOMUNIKASI Pemerintah ka dan
PUBLIK Daerah Provinsi Statistik
dan Persentase
Pelayanan
Informasi Publik
yang tersedia di
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TINGKAT
CAPAIAN KINERJA RERGNC
REALISASI KINERJA DAN REALISASI KINERJA DAN KAT
URUSAN/ REALISASI KINER]A PADA TRIWULAN ANGGARAN RPJMD ANGGARAN RPJMD PROVINSI Dﬁ';ggﬁ;‘:ﬁs' DAERAH
BIDANG INDIKATOR REALISASI CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA DAN PROVINSI s/d TAHUN s/d TAHUN PENANG
URUSAN KINERJA TARGET RPJMD PROVINSI RPJMD PROVINSI SAMPAI ANGGARAN RKPD PROVINSI RPJMD PROVINSI GUNG
N SASARA PEMERINTAH PROGRAM TAHUN 2029 DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN YANG s/d TAHUN JAWAB
N AN DAERAH (OUTCOME)/ TAHUN LALU (N-2/2024) DIEVALUASI
DAN KEGIATAN
PROGRAM/ (OUTPUT) 1 1l il v
KEGIATAN
K Rp K Rp K Rp K Rp K I § K | K | K | Rp K Rp K | Rp
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14=7+13 15=14/6 *100% 16
Pemerintah
Daerah Provinsi
PROGRAM Persentase 850 43.132.228.539,00 55,56 47.670.813.542 100 9.731.067.760,00 3,05 1.491.395.200,00 3,05 1.491.395.200 58,61 49.162.208.742 6,90 113,98 Dinas
PENGELOLAA Terkelolaanya Komunika
N APLIKASI Aplikasi si,
INFORMATIKA Informatika di Informati
Pemerintah ka dan
Daerah Provinsi Statistik
dan Persentase
Pelayanan
Aplikasi
Informatika yang
tersedia di
Pemerintah
Daerah Provinsi
12 Pengem URUSAN PEMERINTAHAN 3,19 1.400.257.540,00
bangan DIBIDANG KOPERASI, USAHA
Sektor KECIL DAN MENENGAH
Koperasi
dan
UMKM
PROGRAM Persentase 90 24.870.000.000,00 100 11.136.754.226 90 16.452.888.279,25 25,50 1.400.257.540,00 25,50 1.400.257.540 125,50 12.537.011.766 139,44 50,41 Dinas
PENUNJANG Terpenuhinya Koperasi,
URUSAN Layanan Usaha
PEMERINTAH Penunjang Kecil dan
AN DAERAH Urusan Menenga
PROVINSI Pemerintah
Daerah Di OPD
PROGRAM Persentase 36,0 1.240.000.000,00 44,84 283.407.850 32,79 75.000.000,00 0 0,00 0,00 0 44,84 283.407.850 124,31 22,86 Dinas
PELAYANAN koperasi simpan 7 Koperasi,
IZIN USAHA pinjam yang Usaha
SIMPAN menmiliki izin Kecil dan
PINJAM usaha simpan Menenga
pinjam dan izin h
pembukaan
kantor cabang,
cabang pembantu
dan kantor kas
koperasi simpan
pinjam
PROGRAM Persentase 6,10 600.000.000,00 44,35 134.987.000 5,08 50.000.000,00 0 0,00 0,00 0 44,35 134.987.000 727,05 22,50 Dinas
PENGAWASAN koperasi yang Koperasi,
DAN taat terhadap Usaha
PEMERIKSAA aturan Kecil dan
N KOPERASI perkoperasian Menenga
sesuai dengan h
undang-undang
yang berlaku
PROGRAM Persentase 27,8 400.000.000,00 82,30 155.376.400 24,59 30.000.000,00 0 0,00 0,00 0 82,30 155.376.400 295,30 38,84 Dinas
PENILAIAN koperasi simpan 7 Koperasi,
KESEHATAN pinjam/unit Usaha
KSP/USP usaha simpan Kecil dan
KOPERASI pinjam koperasi Menenga
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CAPATITI\‘I;QII\;ER]A RERGNC
REALISASI KINERJA DAN REALISASI KINERJA DAN KAT
URUSAN/ REALISASI KINER]A PADA TRIWULAN ANGGARAN RPJMD ANGGARAN RPJMD PROVINSI Dﬁ';ggﬁ;‘:ﬁs' DAERAH
BIDANG INDIKATOR REALISASI CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA DAN PROVINSI s/d TAHUN s/d TAHUN PENANG
URUSAN KINERJA TARGET RPJMD PROVINSI RPJMD PROVINSI SAMPAI ANGGARAN RKPD PROVINSI RPJMD PROVINSI GUNG
N SASARA PEMERINTAH PROGRAM TAHUN 2029 DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN YANG s/d TAHUN JAWAB
N AN DAERAH (OUTCOME)/ TAHUN LALU (N-2/2024) DIEVALUASI
DAN KEGIATAN
PROGRAM/ (OUTPUT) 1 1l il v
KEGIATAN
K Rp K Rp K Rp K Rp K I § K | K | K | Rp K Rp K | Rp
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14=7+13 15=14/6 *100% 16
yang memiliki
kategori sehat
PROGRAM Persentase SDM 6,44 8.000.000.000,00 32,87 4.789.453.610 3,22 310.000.000,00 0 0,00 0,00 0 32,87 4.789.453.610 510,40 59,87 Dinas
PENDIDIKAN koperasi yang Koperasi,
DAN LATIHAN meningkat Usaha
PERKOPERASI kompetensi dan Kecil dan
AN pengetahuannya Menenga
PROGRAM Persentasi 10,1 1.300.000.000,00 23,81 268.678.900 5,08 75.000.000,00 0 0,00 0,00 0 23,81 268.678.900 234,12 20,67 Dinas
PEMBERDAYA koperasi yang 7 Koperasi,
AN DAN meningkat Usaha
PERLINDUNG volume usahanya Kecil dan
AN KOPERASI Menenga
PROGRAM Persentase 3,42 800.000.000,00 0,52 1.036.811.388 1,71 330.000.000,00 0 0,00 0,00 0 0,52 1.036.811.388 15,20 129,60 Dinas
PEMBERDAYA UMKM yang Koperasi,
AN USAHA meningkat daya Usaha
MENENGAH saing usahanya Kecil dan
USAHA KECIL melalui Menenga
DAN USAHA penguatan
MIKRO kelembagan,
(UMKM) peningkatan
SDM, kemudahan
perizinan dan
fasilitasi usaha
PROGRAM Persentase usaha 7,54 1.400.000.000,00 12,35 527.596.494 3,77 270.000.000,00 0 0,00 0,00 0 12,35 527.596.494 163,79 37,69 Dinas
PENGEMBANG kecil yang Koperasi,
AN UMKM terfasilitasi Usaha
dalam Kecil dan
peningkatan tata Menenga
kelola dan
managemen
usaha menuju
skala menengah
3 Meningk URUSAN PEMERINTAHAN 515 3.429.750.412,00
atnya DIBIDANG PENANAMAN MODAL
Iklim
Investas
idan
Usaha
PROGRAM Persentase 100 18.375.000.000,00 100 16.391.883.517 100 16.963.792.754,00 30,88 3.429.750.412,00 30,88 3.429.750.412 130,88 19.821.633.929 130,88 107,87 Dinas
PENUNJANG pelayanan Penanam
URUSAN administrasi an
PEMERINTAH umum dan Modal
AN DAERAH kepegawaian, dan
PROVINSI keuangan dan Pelayanan
aset serta Terpadu
dokumen Satu Pintu
perencanaan
sesuai dengan
peraturan yang
berlaku
PROGRAM Persentase 100 380.000.000,00 100 509.763.690 100 118.853.370,00 0 0,00 0,00 0 100,00 509.763.690 100,00 134,15 Dinas
PENGEMBANG Peningl Penanam
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CAP}IITI\?&‘I\;ER]A RERGNC
REALISASI KINERJA DAN REALISASI KINERJA DAN AN REALISASI KAT
URUSAN/ REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN ANGGARAN RPJMD ANGGARAN RPJMD PROVINSI DANGGARAN DAERAH
BIDANG INDIKATOR REALISASI CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA DAN PROVINSI s/d TAHUN s/d TAHUN PENANG
URUSAN KINERJA TARGET RPJMD PROVINSI RPJMD PROVINSI SAMPAI ANGGARAN RKPD PROVINSI RPJMD PROVINSI GUNG
8 SASARA PEMERINTAH PROGRAM TAHUN 2029 DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN YANG s/d TAHUN JAWAB
L N AN DAERAH (OUTCOME)/ TAHUN LALU (N-2/2024) DIEVALUASI
DAN KEGIATAN
PROGRAM/ (OUTPUT) 1 1l il v
KEGIATAN
K Rp K Rp K Rp K Rp K I § K | K | K | Rp K Rp K | Rp
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14=7+13 15=14/6 *100% 16
AN IKLIM Investasi di an
PENANAMAN Provinsi Modal
MODAL Lampung dan
Pelayanan
Terpadu
Satu Pintu
PROMOSI Peringkat tujuan 19 200.000.000,00 100 169.981.000 26 35.903.320,00 0 0,00 0,00 0 100,00 169.981.000 526,32 84,99 Dinas
PENANAMAN investasi nasional Penanam
MODAL an
Modal
dan
Pelayanan
Terpadu
Satu Pintu
PROGRAM Persentase izin 100 1.050.000.000,00 100 409.536.955 100 229.665.890,00 0 0,00 0,00 0 100,00 409.536.955 100,00 39,00 Dinas
PELAYANAN yang diterbitkan Penanam
PENANAMAN dan penyelesaian an
MODAL izin yang tepat Modal
waktu dan
kewenangan Pelayanan
daerah Terpadu
Satu Pintu
PROGRAM Persentase 100 300.000.000,00 100 1.074.466.000 100 38.801.550,00 0 0,00 0,00 0 100,00 1.074.466.000 100,00 358,16 Dinas
PENGENDALIA capaian realisasi Penanam
N investasi an
PELAKSANAA terhadap target Modal
N nasional dan
PENANAMAN Pelayanan
MODAL Terpadu
Satu Pintu
PROGRAM Persentase 100 150.000.000,00 100 75.000.000 100 41.095.400,00 0 0,00 0,00 0 100,00 75.000.000 100,00 50,00 Dinas
PENGELOLAA capaian realisasi Penanam
N DATA DAN investasi an
SISITEM terhadap target Modal
INFORMASI nasional dan
PENANAMAN Pelayanan
MODAL Terpadu
Satu Pintu
9 Meningk URUSAN PEMERINTAHAN DI 1,94 32.126.374.897,00
atnya BIDANG KEPEMUDAAN DAN
Peran OLAHRAGA
Serta
Pemuda
Dalam
Pemban
gunan
PROGRAM Persentase 0 0,00 0 80.924.431.632 100 62.613.121.368,72 7,76 32.126.374.897,00 7,76 32.126.374.897 7,76 113.050.806.529 #DIV/ #DIV/ Dinas
PENUNJANG Kesesuaian 0! 0! Kepemud
URUSAN Dokumen aan dan
PEMERINTAH Perencanaan, Olahraga
AN DAERAH Evaluasi dan
PROVINSI Keuangan serta
Asset dan
Administrasi
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TINGKAT
CAPAIAN KINERJA RERGNC
REALISASI KINERJA DAN REALISASI KINERJA DAN KAT
URUSAN/ REALISASI KINER]A PADA TRIWULAN ANGGARAN RPJMD ANGGARAN RPJMD PROVINSI D’;':,ggﬁ;‘:ﬁs' DAERAH
BIDANG INDIKATOR REALISASI CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA DAN PROVINSI s/d TAHUN s/d TAHUN PENANG
URUSAN KINERJA TARGET RPJMD PROVINSI RPJMD PROVINSI SAMPAI ANGGARAN RKPD PROVINSI RPJMD PROVINSI GUNG
N SASARA PEMERINTAH PROGRAM TAHUN 2029 DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN YANG s/d TAHUN JAWAB
N AN DAERAH (OUTCOME)/ TAHUN LALU (N-2/2024) DIEVALUASI
DAN KEGIATAN
PROGRAM/ (OUTPUT) 1 1l il v
KEGIATAN
K Rp K Rp K Rp Rp K | § K | K | K | Rp K Rp K | Rp
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14=7+13 15=14/6 *100% 16
Umum
Kepegawaian
Perangkat daerah
PROGRAM Persentase 0 0,00 100 11.646.690.093 100 3.761.112.370,00 0,00 0,00 0 100,00 11.646.690.093 #DIV/ #DIV/ Dinas
PENGEMBANG Pengembangan 0! 0! Kepemud
AN KAPASITAS Kapasitas Daya aan dan
DAYA SAING Saing Olahraga
KEPEMUDAAN Kepemudaan
yang
Ditingkatkan
PROGRAM Persentase Atlet 0 0,00 100 36.165.710.176 100 9.461.225.350,00 0,00 0,00 0 100,00 36.165.710.176 #DIV/ #DIV/ Dinas
PENGEMBANG Olahraga Pelajar 0! 0! Kepemud
AN DAYA yang Berprestasi aan dan
SAING dan Berdaya Olahraga
KEOLAHRAGA Saing
AN
PROGRAM Persentase 0 0,00 100 205.487.000 100 30.271.745,00 0,00 0,00 0 100,00 205.487.000 #DIV/ #DIV/ Dinas
PENGEMBANG Pengembangan 0! o! Kepemud
AN KAPASITAS Kapasitas aan dan
KEPRAMUKAA Kepramukaan Olahraga
N yang
ditingkatkan
26 Meningk URUSAN PEMERINTAHAN 0,00
atnya DIBIDANG STATISTIK
Kualitas
Impleme
ntasi
Sistem
Pemerin
tah
Berbasis
Elektron
ik
PROGRAM Persentase 1.26 456.891.496,00 100 613.977.608 100 0,00 0,00 0 100,00 613.977.608 7,94 134,38 Dinas
PENYELENGG Terselenggarany 0 Komunika
ARAAN a Pengumpulan, si,
STATISTIK Pengolahan, dan Informati
SEKTORAL Analisis Data ka dan
Statistik Sektoral Statistik
dilingkup
Pemerintah
Daerah Provinsi
26 Meningk URUSAN PEMERINTAHAN 0,00
atnya DIBIDANGN PERSANDIAN
Kualitas
Impleme
ntasi
Sistem
Pemerin
tah
Berbasis
Elektron
ik
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TINGKAT
CAPAIAN KINERJA RERGNC
REALISASI KINERJA DAN REALISASI KINERJA DAN KAT
URUSAN/ REALISASI KINER]A PADA TRIWULAN ANGGARAN RPJMD ANGGARAN RPJMD PROVINSI Dﬁ';ggﬁ;‘:ﬁs' DAERAH
BIDANG INDIKATOR REALISASI CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA DAN PROVINSI s/d TAHUN s/d TAHUN PENANG
URUSAN KINERJA TARGET RPJMD PROVINSI RPJMD PROVINSI SAMPAI ANGGARAN RKPD PROVINSI RPJMD PROVINSI GUNG
N SASARA PEMERINTAH PROGRAM TAHUN 2029 DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN YANG s/d TAHUN JAWAB
N AN DAERAH (OUTCOME)/ TAHUN LALU (N-2/2024) DIEVALUASI
DAN KEGIATAN
PROGRAM/ (OUTPUT) 1 1l il v
KEGIATAN
K Rp K Rp K Rp K Rp K I § K | K | K | Rp K Rp K | Rp
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14=7+13 15=14/6 *100% 16
PROGRAM Persentase 100 414.960.591,00 100 788.873.307 100 111.193.870,00 0 0,00 0,00 0 100,00 788.873.307 100,00 190,11 Dinas
PENYELENGG Terselenggarany Komunika
ARAAN a Persandian si,
PERSANDIAN untuk Informati
UNTUK Pengamanan ka dan
PENGAMANAN Informasi Statistik
INFORMASI Pemerintah
Daerah Provinsi
31 Meningk URUSAN PEMERINTAHAN 0 0,00
atnya DIBIDANG KEBUDAYAAN
kehidup
an
masyara
Kkatyang
berbuda
ya
PROGRAM Persentase 91,5 10.354.221.109,00 80 2.467.476.320 87,50 2.300.000.000,00 0 0,00 0,00 0 80,00 2.467.476.320 87,43 23,83 Dinas
PENGEMBANG jumlah objek 0 Pendidika
AN budaya (seni) ndan
KEBUDAYAAN yang Kebudaya
dikembangkan an
PROGRAM Persentase 32 2.329.527.631,00 85,19 1.445.429.410 20 347.103.570,00 0 0,00 0,00 0 85,19 1.445.429.410 266,22 62,05 Dinas
PENGEMBANG Peningkatan Pendidika
AN KESENIAN Jumlah SDM ndan
TRADISIONAL kesenian Kebudaya
tradisional yang an
mendapatkan
pendidikan
PROGRAM Persentase 45 1.388.922.798,00 91,25 447.279.696 33 256.956.880,00 0 0,00 0,00 0 91,25 447.279.696 202,78 32,20 Dinas
PEMBINAAN Warisan Budaya Pendidika
SEJARAH Tak Benda Yang ndan
Ditetapkan Kebudaya
(WBTB) an
PROGRAM Persentase Cagar 52 1.955.584.630.471,00 82 461.163.810 44 398.424.370,00 0 0,00 0,00 0 82,00 461.163.810 157,69 0,02 Dinas
PELESTARIAN Budaya yeng Pendidika
DAN ditetapkan ndan
PENGELOLAA Kebudaya
N CAGAR an
BUDAYA
PROGRAM Persentase 100 18.131.338.241,00 54,69 4.383.477.467 100 3.956.295.000,00 0 0,00 0,00 0 54,69 4.383.477.467 54,69 24,18 Dinas
PENGELOLAA Jumlah Koleksi Pendidika
N Cagar Budaya ndan
PERMUSEUMA Museum yang Kebudaya
N dirawat an
25 Meningk URUSAN PEMERINTAHAN 8,21 2.964.773.858,00
atnya DIBIDANG PERPUSTAKAAN
Pelayan
an
Publik
Prima
PROGRAM | Persentase 100 13.761.203.677,00 0 0 100 14.476.516.283,85 21,71 2.952.719.158,00 21,71 2.952.719.158 21,71 2.952.719.158 21,71 21,46 Dinas
PENUNJANG layanan Perpustak
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TINGKAT
CAPAIAN KINERJA RERGNC
REALISASI KINERJA DAN REALISASI KINERJA DAN KAT
URUSAN/ REALISASI KINER]A PADA TRIWULAN ANGGARAN RPJMD ANGGARAN RPJMD PROVINSI D’;':,ggﬁ;‘:ﬁs' DAERAH
BIDANG INDIKATOR REALISASI CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA DAN PROVINSI s/d TAHUN s/d TAHUN PENANG
URUSAN KINERJA TARGET RPJMD PROVINSI RPJMD PROVINSI SAMPAI ANGGARAN RKPD PROVINSI RPJMD PROVINSI GUNG
N SASARA PEMERINTAH PROGRAM TAHUN 2029 DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN YANG s/d TAHUN JAWAB
N AN DAERAH (OUTCOME)/ TAHUN LALU (N-2/2024) DIEVALUASI
DAN KEGIATAN
PROGRAM/ (OUTPUT) 1 1l il v
KEGIATAN
K Rp K Rp K Rp K Rp K I § K | K | K | Rp K Rp K Rp
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14=7+13 15=14/6 *100% 16
URUSAN penunjang aan dan
PEMERINTAH urusan Kearsipan
AN DAERAH pemerintah
PROVINSI daerah
PROGRAM Persentase SDM 40 637.769.593,00 39 935.359.600 40 670.921.100,00 1,04 5.280.000,00 1,04 5.280.000 40,04 940.639.600 100,10 147,49 Dinas
PEMBINAAN Pengelola Perpustak
PERPUSTAKA Perpustakaan aan dan
AN dan Unit Kearsipan
perpustakaan
yang dibina
PROGRAM Jumlah Koleksi 10 159.859.063,00 2 122.779.900 10 420.421.495,00 1,88 6.774.700,00 1,88 6.774.700 3,88 129.554.600 38,80 81,04 Dinas
PELESTARIAN nasional dan Perpustak
KOLEKSI naskah kuno aan dan
NASIONAL yang dilestarikan Kearsipan
DAN NASKAH
KUNO
25 Meningk URUSAN PEMERINTAHAN 0 0,00
atnya DIBIDANG KEARSIPAN
Pelayan
an
Publik
Prima
PROGRAM Jumlah dokumen 2.27 280.286.629,00 2.360 661.229.186 2.160 294.856.035,00 0 0,00 0,00 0 2.360,0 661.229.186 103,96 235,91 Dinas
PENGELOLAA arsip yang 0 0 Perpustak
N ARSIP terpelihara aan dan
Kearsipan
1 Meningk URUSAN PEMERINTAHAN DI 15.2 4.409.842.521,00
atnya BIDANG KELAUTAN DAN 00
Pertumb PERIKANAN
uhan
Ekonom
i Sektor
Unggula
n
PROGRAM Tingkat Layanan 100 110.693.144.000,00 100 19.183.816.013 100 21.393.325.807,55 25 4.309.713.441,00 25,00 4.309.713.441 125,00 23.493.529.454 125,00 21,22 Dinas
PENUNJANG Administrasi Kelautan
URUSAN Perkantoran dan
PEMERINTAH Perikanan
AN DAERAH
PROVINSI
PROGRAM Kontribusi Sektor 519 7.400.000.000,00 100 429.144.980 519 313.712.370,00 0 7.855.080,00 0,00 7.855.080 100,00 437.000.060 1.926,7 591 Dinas
PENGELOLAA Perikanan 8 Kelautan
N KELAUTAN, Terhadap PDRB dan
PESISIR DAN Perikanan
PULAU-PULAU
KECIL
PROGRAM Produksi #it# 90.800.000.000,00 HitH# 1.797.526.290 190.6 924.160.675,00 50.98 39.884.000,00 50.984, 39.884.000 238.79 1.837.410.290 105,32 2,02 Dinas
PENGELOLAA Perikanan ### H### 09 4,10 10 3,26 Kelautan
N PERIKANAN Tangkap dan
TANGKAP Perikanan
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CAPATITI\‘I;QII\;ER]A RERGNC
REALISASI KINERJA DAN REALISASI KINERJA DAN KAT
URUSAN/ REALISASI KINER]A PADA TRIWULAN ANGGARAN RPJMD ANGGARAN RPJMD PROVINSI Dﬁ';ggﬁ;‘:ﬁs' DAERAH
BIDANG INDIKATOR REALISASI CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA DAN PROVINSI s/d TAHUN s/d TAHUN PENANG
URUSAN KINERJA TARGET RPJMD PROVINSI RPJMD PROVINSI SAMPAI ANGGARAN RKPD PROVINSI RPJMD PROVINSI GUNG
N SASARA PEMERINTAH PROGRAM TAHUN 2029 DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN YANG s/d TAHUN JAWAB
N AN DAERAH (OUTCOME)/ TAHUN LALU (N-2/2024) DIEVALUASI
DAN KEGIATAN
PROGRAM/ (OUTPUT) 1 1l il v
KEGIATAN
K Rp K Rp K Rp K Rp K I § K | K | K | Rp K Rp K | Rp
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14=7+13 15=14/6 *100% 16
PROGRAM Produksi #it# 6.385.000.000,00 205.2 2.295.189.310 180.6 729.970.575,00 40.18 28.870.000,00 40.188, 28.870.000 24541 2.324.059.310 120,72 36,40 Dinas
PENGELOLAA Perikanan #Hit# 25 16 8,35 35 2,85 Kelautan
N PERIKANAN Budidaya dan
BUDIDAYA Perikanan
PROGRAM Luas Kawasan 168. 5.450.000.000,00 100 351.495.038 152.0 332.307.640,00 0 5.000.000,00 0,00 5.000.000 100,00 356.495.038 0,06 6,54 Dinas
PENGAWASAN Konservasi 698 96 Kelautan
SUMBER DAYA Perairan, Pesisir dan
KELAUTAN dan Pulau-Pulau Perikanan
DAN Kecil (ha)
PERIKANAN
PROGRAM Angka Konsumsi 45,7 13.485.000.000,00 14.69 760.436.929 39,50 660.692.785,00 0 18.520.000,00 0,00 18.520.000 14.694, 778.956.929 32.090, 5,78 Dinas
PENGOLAHAN Ikan 9 4,03 03 04 Kelautan
DAN dan
PEMASARAN Perikanan
HASIL
PERIKANAN
1 Meningk URUSAN PEMERINTAHAN DI 0,63 1.592.653.225,00
atnya BIDANG PARIWISATA
Pertumb
uhan
Ekonom
iSektor
Unggula
n
PROGRAM Persentase 191 17.300.000.000,00 100 12.705.154.448 100 13.916.597.046,88 3,13 1.592.653.225,00 3,13 1.592.653.225 103,13 14.297.807.673 53,99 82,65 Dinas
PENUNJANG pelayanan Pariwisat
URUSAN penunjang adan
PEMERINTAH urusan Ekonomi
AN DAERAH pemerintah Kreatif
PROVINSI daerah
PROGRAM Persentase 838 2.203.685.280,00 20,83 4.955.938.600 100 943.312.710,00 0 0,00 0,00 0 20,83 4.955.938.600 2,49 224,89 Dinas
PENINGKATA kualitas daya Pariwisat
N DAYA TARIK tarik destinasi adan
DESTINASI pariwisata yang Ekonomi
PARIWISATA ditingkatkan Kreatif
PROGRAM Persentase 16 5.000.000.000,00 40 7.302.855.380 100 2.986.034.300,00 0 0,00 0,00 0 40,00 7.302.855.380 250,00 146,06 Dinas
PEMASARAN kualitas Pariwisat
PARIWISATA pemasaran adan
pariwisata yang Ekonomi
ditingkatkan Kreatif
PROGRAM Persentase 107 1.900.000.000,00 95 836.657.000 100 588.539.390,00 0 0,00 0,00 0 95,00 836.657.000 88,79 44,03 Dinas
PENGEMBANG kualitas Pariwisat
AN EKONOMI pengembangan adan
KREATIF ekonomi kreatif Ekonomi
MELALUI yang Kreatif
PEMANFAATA ditingkatkan
N DAN
PERLINDUNG
AN HAK
KEKAYAAN
INTELEKTUAL
PROGRAM Persentase 223 4.725.782.351,00 45 2.868.662.405 100 1.206.148.820,00 0 0,00 0,00 0 45,00 2.868.662.405 2,02 60,70 Dinas
PENGEMBANG kualitas 1 Pariwisat
AN SUMBER pengembangan adan
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TINGKAT
CAPAIAN KINERJA RERGNC
REALISASI KINERJA DAN REALISASI KINERJA DAN AN REALISASI KAT
URUSAN/ REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN ANGGARAN RPJMD ANGGARAN RPJMD PROVINSI DANGGARAN DAERAH
BIDANG INDIKATOR REALISASI CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA DAN PROVINSI s/d TAHUN s/d TAHUN PENANG
URUSAN KINERJA TARGET RPJMD PROVINSI RPJMD PROVINSI SAMPAI ANGGARAN RKPD PROVINSI RPJMD PROVINSI GUNG
8 SASARA PEMERINTAH PROGRAM TAHUN 2029 DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN YANG s/d TAHUN JAWAB
L N AN DAERAH (OUTCOME)/ TAHUN LALU (N-2/2024) DIEVALUASI
DAN KEGIATAN
PROGRAM/ (OUTPUT) 1 1l il v
KEGIATAN
K Rp K Rp K Rp K Rp K I K | K | K | Rp K Rp K | Rp
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14=7+13 15=14/6 *100% 16
DAYA sumber daya Ekonomi
PARIWISATA pariwisata dan Kreatif
DAN ekonomi kreatif
EKONOMI yang
KREATIF ditingkatkan
1 Meningk URUSAN PEMERINTAHAN 131. 7.356.253.876,00
atnya DIBIDANG PERTANIAN 810
Pertumb
uhan
Ekonom
iSektor
Unggula
n
PROGRAM Nilai SAKIP Dinas 73,2 204.743.588.888,00 0 0 72,60 44.637.891.835,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 Dinas
PENUNJANG KPTPH Provinsi 0 Ketahana
URUSAN Lampung n Pangan,
PEMERINTAH Tanaman
AN DAERAH Pangan
PROVINSI Dan
(KPTPH) Hortikult
ura
PROGRAM Persentase 100 2.659.426.082,00 0 0 100 571.426.910,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 Dinas
PENYEDIAAN peningkatan Ketahana
DAN produksi n Pangan,
PENGEMBANG tanaman pangan Tanaman
AN SARANA dan hortikultura Pangan
PERTANIAN Dan
(KPTPH) Hortikult
ura
PROGRAM Cakupan luas 5 50.824.728.975,00 0 0 100 10.920.633.594,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 Dinas
PENYEDIAAN lahan pertanian Ketahana
DAN yang ditetapkan n Pangan,
PENGEMBANG menjadi LP2B Tanaman
AN Pangan
PRASARANA Dan
PERTANIAN Hortikult
(KPTPH) ura
PROGRAM Persentase 151 15.297.072.164,00 100 16.263.829.458 100 16.534.303.247,00 21,41 3.316.431.097,00 21,41 3.316.431.097 121,41 19.580.260.555 7,99 128,00 Dinas
PENUNJANG pelayanan 9 Perkebun
URUSAN penunjang an
PEMERINTAH urusan
AN DAERAH pemerintahan
PROVINSI daerah provinsi
(DISBUN) (%)
PROGRAM Persentase 207 225.591.060,00 5 554.840.494 100 267.714.170,00 0 0,00 0,00 0 5,00 554.840.494 2,42 245,95 Dinas
PENYEDIAAN penyediaan Perkebun
DAN peredaran benih an
PENGEMBANG bermutu dan
AN SARANA sarana pertanian
PERTANIAN (%)
(DISBUN)
PROGRAM Peningkatan 86 4.748.197.477,00 3 3.165.825.674 100 4.258.577.260,00 2,08 830.832.000,00 2,08 830.832.000 5,08 3.996.657.674 591 84,17 Dinas
PENYEDIAAN produktivitas Perkebun
DAN an
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TINGKAT

PERANG
REALISASI KINERJA DAN REALISASI KINERJA DAN cg‘;ﬁ:‘;}:&i‘;{A KAT
URUSAN/ REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN ANGGARAN RPJMD ANGGARAN RPJMD PROVINSI 'ANGGARAN DAERAH
BIDANG INDIKATOR REALISASI CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA DAN PROVINSI s/d TAHUN s/d TAHUN PENANG
URUSAN KINERJA TARGET RPJMD PROVINSI RPJMD PROVINSI SAMPAIL ANGGARAN RKPD PROVINSI RPJMD PROVINSI GUNG
No | SASARA | PEMERINTAH PROGRAM TAHUN 2029 DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN YANG s/d TAHUN JAWAB
N AN DAERAH (OUTCOME)/ TAHUN LALU (N-2/2024) DIEVALUASI
DAN KEGIATAN
PROGRAM/ (OUTPUT) 1 n 1 v
KEGIATAN
K Rp K Rp K Rp K Rp K I § K | K | K | Rp K Rp K | Rp
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14=7+13 15=14/6 *100% 16
PENGEMBANG komoditas
AN perkebunan (%)
PRASARANA
PERTANIAN
(DISBUN)
PROGRAM Persentase 550 157.639.877,00 25 290.049.159 100 0,00 0 0,00 0,00 0 25,00 290.049.159 4,55 183,99 Dinas
PENGENDALIA penurunan Perkebun
N DAN serangan hama an
PENANGGULA dan penyakit
NGAN tanaman (%)
BENCANA
PERTANIAN
(DISBUN)
PROGRAM Persentase 22 27.500.000,00 30 771.142.350 100 0,00 0 0,00 0,00 0 30,00 771.142.350 136,36 2.804, Dinas
PERIZINAN penilaian usaha 15 Perkebun
USAHA perkebunan (%) an
PERTANIAN
(DISBUN)
PROGRAM Persentase 110 1.329.293.196,00 20 2.422.095.530 100 0,00 0 0,00 0,00 0 20,00 2.422.095.530 1,82 182,21 Dinas
PENYULUHAN peningkatan 1 Perkebun
PERTANIAN mutu produk an
perkebunan (%)
PROGRAM Persentase 99,5 776.636.850,00 100 406.708.850 99,50 166.874.800,00 0 0,00 0,00 0 100,00 406.708.850 100,50 52,37 Dinas
PENGENDALIA pengendaliasn 0 Ketahana
N DAN dan n Pangan,
PENANGGULA penanggulangan Tanaman
NGAN bencana Pangan
BENCANA pertanian Dan
PERTANIAN Hortikult
(KPTPH) ura
PROGRAM Persentase 100 3.540.301.569,00 100 1.316.362.059 100 760.699.310,00 0 0,00 0,00 0 100,00 1.316.362.059 100,00 37,18 Dinas
PENYULUHAN pelaksananaan Ketahana
PERTANIAN penyuluhan n Pangan,
(KPTPH) pertanian kepada Tanaman
kelompok tani di Pangan
Provinsi Dan
Lampung. Hortikult
ura
PROGRAM Persentase 500 121.138.687.075,00 0 0 100 20.240.116.205,49 572 3.107.605.279,00 572 3.107.605.279 572 3.107.605.279 1,14 2,57 Dinas
PENUNJANG Layanan Urusan Peternaka
URUSAN Pemerintah ndan
PEMERINTAH Daerah Provinsi Kesehata
AN DAERAH n Hewan
PROVINSI
(KESWAN)
PROGRAM Jumlah Populasi ### 52.102.911.400,00 100 17.404.724.213 2.285 6.176.620.990,00 2.240 57.926.000,00 2.240.6 57.926.000 2.240.7 17.462.650.213 95,48 33,52 Dinas
PENYEDIAAN Ternak di #it# .825 647 47,00 47,00 Peternaka
DAN Provinsi ndan
PENGEMBANG Lampung Kesehata
AN SARANA n Hewan
PERTANIAN
(KESWAN)
PROGRAM Persentase 500 1.906.000.000,00 100 3.131.609.580 100 113.757.790,00 0 0,00 0,00 0 100,00 3.131.609.580 20,00 164,30 Dinas
PENYEDIAAN Capaian Peternaka
DAN Pemt ndan
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TINGKAT
CAPAIAN KINERJA RERGNC
REALISASI KINERJA DAN REALISASI KINERJA DAN KAT
URUSAN/ REALISASI KINER]A PADA TRIWULAN ANGGARAN RPJMD ANGGARAN RPJMD PROVINSI Dﬁ';ggﬁ;‘:ﬁs' DAERAH
BIDANG INDIKATOR REALISASI CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA DAN PROVINSI s/d TAHUN s/d TAHUN PENANG
URUSAN KINERJA TARGET RPJMD PROVINSI RPJMD PROVINSI SAMPAI ANGGARAN RKPD PROVINSI RPJMD PROVINSI GUNG
N SASARA PEMERINTAH PROGRAM TAHUN 2029 DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN YANG s/d TAHUN JAWAB
N AN DAERAH (OUTCOME)/ TAHUN LALU (N-2/2024) DIEVALUASI
DAN KEGIATAN
PROGRAM/ (OUTPUT) 1 1l il v
KEGIATAN
K Rp K Rp K Rp K Rp K I K | K | K | Rp K Rp K | Rp
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14=7+13 15=14/6 *100% 16
PENGEMBANG Rehabilitasi Kesehata
AN Prasarana yang n Hewan
PRASARANA Seusai
PERTANIAN Kebutuhan
PROGRAM Persentase 91 22.634.309.000,00 0 0 87 1.042.300.075,00 100 43.459.500,00 100,00 43.459.500 100,00 43.459.500 109,89 0,19 Dinas
PENGENDALIA Derajat Peternaka
N KESEHATAN Kesehatan ndan
HEWAN DAN Hewan di Kesehata
KESEHATAN Wilayah Provinsi n Hewan
MASYARAKAT Lampung
VETERINER
PROGRAM Persentase UPH 54,4 2.100.000.000,00 100 551.384.400 44,80 30.370.350,00 0 0,00 0,00 0 100,00 551.384.400 183,82 26,26 Dinas
PERIZINAN peternakan 0 Peternaka
USAHA terdata yang ndan
PERTANIAN tersertifikasi izin Kesehata
(KESWAN) usaha (izin n Hewan
edar/organik/hal
al/PIRT)
PROGRAM Jumlah laporan 5 5.634.500.000,00 0 0 1 337.637.500,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 Dinas
PENYULUHAN kelompok ternak Peternaka
PERTANIAN dan pelaku usaha ndan
(KESWAN) sektor Kesehata
peternakan yang n Hewan
memperoleh
penyuluhan,
pendampingan
dan pembinaan
teknis
20 Meningk URUSAN PEMERINTAHAN 1,74 14.951.406.379,00
atnya DIBIDANG KEHUTANAN
kualitas
lingkung
an hidup
PROGRAM Persentase 760 12.811.326.129,00 96,17 61.048.188.910 100 64.920.200.667,00 8,68 14.951.406.379,00 8,68 14.951.406.379 104,85 75.999.595.289 13,80 593,22 Dinas
PENUNJANG Layanan Kehutana
URUSAN Penunjang n
PEMERINTAH Urusan
AN DAERAH Pemerintahan
PROVINSI Daerah Provinsi
PROGRAM Luas Tutupan 0 0,00 257,7 1.329.501.272 31 363.302.220,00 0 0,00 0,00 0 257,76 1.329.501.272 Dinas
PENGELOLAA Lahan 6 Kehutana
N HUTAN n
PROGRAM Persentase 0 0,00 16 598.696.400 40 87.549.140,00 0 0,00 0,00 0 16,00 598.696.400 Dinas
KONSERVASI penurunan Kehutana
SUMBER DAYA kerusakan n
ALAM HAYATI kawasan hutan di
DAN Tahura
EKOSISTEMNY
A
PROGRAM Persentase 0 0,00 5 1.347.984.650 5 308.181.375,00 0 0,00 0,00 0 5,00 1.347.984.650 Dinas
PENDIDIKAN peningkatan Kehutana
DAN akses legal n
PELATIHAN, kepada
PENYULUHAN masyarakat
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TINGKAT

PERANG
REALISASI KINERJA DAN REALISASI KINERJA DAN CARSTANKINERIS KAT
URUSAN/ REALISASI KINER]A PADA TRIWULAN ANGGARAN RPJMD ANGGARAN RPJMD PROVINSI Dﬁ';ggﬁ;‘:ﬁs' DAERAH
BIDANG INDIKATOR REALISASI CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA DAN PROVINSI s/d TAHUN s/d TAHUN PENANG
URUSAN KINERJA TARGET RPJMD PROVINSI RPJMD PROVINSI SAMPAI ANGGARAN RKPD PROVINSI RPJMD PROVINSI GUNG
N SASARA PEMERINTAH PROGRAM TAHUN 2029 DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN YANG s/d TAHUN JAWAB
N AN DAERAH (OUTCOME)/ TAHUN LALU (N-2/2024) DIEVALUASI
DAN KEGIATAN
PROGRAM/ (OUTPUT) 1 1l il v
KEGIATAN
K Rp K Rp K Rp K Rp K I § K | K | K | Rp K Rp K | Rp
1 2 4 5 6 8 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14=7+13 15=14/6 *100% 16
DAN dalam
PEMBERDAYA pengelolaan
AN hutan melalui
MASYARAKAT perhutanan sosial
DI BIDANG
KEHUTANAN
PROGRAM Persentase 0 0,00 25 103.403.000 12,5 52.969.000,00 0 0,00 0,00 0 25,00 103.403.000 Dinas
PENGELOLAA rencana Kehutana
N DAERAH pengelolaan DAS n
ALIRAN lintas daerah
SUNGAI (DAS) kabupaten/kota
dalam 1 provinsi
17 Meningk URUSAN PEMERINTAHAN 1,98 3.091.693.858,00
atnya DIBIDNANG SUMBER DAYA
Ketahan MINERAL
an
Energi
PROGRAM Persentase 23.6 82.539.855.346,00 83,54 17.340.264.880 100 17.733.081.026,00 491 3.072.829.858,00 4,91 3.072.829.858 88,45 20.413.094.738 0,37 24,73 Dinas
PENUNJANG Peningkatan 57 Energi
URUSAN Penunjang dan
PEMERINTAH Urusan Sumber
AN DAERAH Pemerintah Daya
PROVINSI Daerah sesuai Mineral
dengan
peraturan yang
ada
PROGRAM Persentase 354 618.335.380,00 100 474.511.950 100 132.860.800,00 0 0,00 0,00 0 100,00 474.511.950 28,25 76,74 Dinas
PENGELOLAA Peningkatan Energi
N ASPEK Pengelolaan dan
KEGEOLOGIAN Aspek Sumber
Kegeologian Daya
Mineral
PROGRAM Persentase 145 827.058.337,00 100 905.300.719 100 177.708.790,00 0 0,00 0,00 0 100,00 905.300.719 68,97 109,46 Dinas
PENGELOLAA Pengelolaan Energi
N MINERAL Mineral dan dan
DAN Batubara Sumber
BATUBARA Daya
Mineral
PROGRAM Persentase 45 1.510.159.420,00 100 983.227.682 100 414.128.840,00 5 18.864.000,00 5,00 18.864.000 105,00 1.002.091.682 233,33 66,36 Dinas
PENGELOLAA Bauran Energi Energi
N ENERGI Daerah dan
BARU Sumber
TERBARUKAN Daya
Mineral
PROGRAM Persentase 992 27.593.639.410,00 100 1.174.661.000 100 1.065.846.999,50 0 0,00 0,00 0 100,00 1.174.661.000 10,08 4,26 Dinas
PENGELOLAA infrastruktur Energi
N Ketenagalistrikan dan
KETENAGALIS yang terealisasi Sumber
TRIKAN Daya
Mineral
1 Meningk URUSAN PEMERINTAHAN 4,17 3.453.837.560,00
atnya DIBIDANG PERDAGANGAN
Pertumb
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TINGKAT
CAPAIAN KINERJA RERGNC
REALISASI KINERJA DAN REALISASI KINERJA DAN KAT
URUSAN/ REALISASI KINER]A PADA TRIWULAN ANGGARAN RPJMD ANGGARAN RPJMD PROVINSI Dﬁ';ggﬁ;‘:ﬁs' DAERAH
BIDANG INDIKATOR REALISASI CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA DAN PROVINSI s/d TAHUN s/d TAHUN PENANG
URUSAN KINERJA TARGET RPJMD PROVINSI RPJMD PROVINSI SAMPAI ANGGARAN RKPD PROVINSI RPJMD PROVINSI GUNG
N SASARA PEMERINTAH PROGRAM TAHUN 2029 DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN YANG s/d TAHUN JAWAB
N AN DAERAH (OUTCOME)/ TAHUN LALU (N-2/2024) DIEVALUASI
DAN KEGIATAN
PROGRAM/ (OUTPUT) 1 1l il v
KEGIATAN
K Rp K Rp K Rp K Rp K I K | K | K | Rp K Rp K | Rp
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14=7+13 15=14/6 *100% 16
uhan
Ekonom
iSektor
Unggula
n
PROGRAM Persentase 100 89.055.000.000,00 90,54 15.757.147.428 100 17.562.812.755,80 25 3.417.426.260,00 25,00 3.417.426.260 115,54 19.174.573.688 115,54 21,53 Dinas
PENUNJANG Pemenuhan Perindust
URUSAN Layanan rian dan
PEMERINTAH Administrasi Perdagan
AN DAERAH Perkantoran gan
PROVINSI
PROGRAM Pertumbuhan 80 760.000.000,00 100 37.491.000 70 40.000.000,00 0 0,00 0,00 0 100,00 37.491.000 125,00 4,93 Dinas
PENINGKATA implementasi Perindust
N SARANA pasar lelang rian dan
DISTRIBUSI komoditas (PLK) Perdagan
PERDAGANGA gan
N
PROGRAM Andil Inflasi 3 8.640.000.000,00 50 2.224.495.030 2,50 591.000.000,00 0 0,00
STABILISASI Bahan Makanan
HARGA
BARANG
Kebutuhan
POKOK DAN
BARANG
PENTING
PROGRAM Persentase IKM 20 7.675.000.000,00 100 225.143.100 10 421.000.000,00 0 0,00 0,00 0 100,00 225.143.100 500,00 2,93 Dinas
PENGEMBANG yang berhasil Perindust
AN EKSPOR melakukan rian dan
ekspor dari IKM Perdagan
yang gan
memperoleh
fasilitasi
PROGRAM Persentase 20 8.375.000.000,00 74,78 619.571.457 17,50 593.500.000,00 0 36.411.300,00 0,00 36.411.300 74,78 655.982.757 373,90 7,83 Dinas
STANDARDISA cakupan Barang Perindust
SIDAN beredar yang rian dan
PERLINDUNG diawasi Perdagan
AN gan
KONSUMEN
PROGRAM Persentase [IKM 10 3.400.000.000,00 100 217.474.426 2 110.000.000,00 0 0,00 0,00 0 100,00 217.474.426 1.000,0 6,40 Dinas
PENGGUNAAN yang 0 Perindust
DAN Memperoleh rian dan
PEMASARAN Fasilitasi Perdagan
PRODUK Pemasaran gan
DALAM Produk
NEGERI
1 Meningk URUSAN PEMERINTAHAN ) 29.850.000,00
atnya DIBIDANG PERINDUSTRIAN
Pertumb
uhan
Ekonom
iSektor
Unggula
n
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TINGKAT
CAPAIAN KINERJA RERGNC
REALISASI KINERJA DAN REALISASI KINERJA DAN AN REALISASI KAT
URUSAN/ REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN ANGGARAN RPJMD ANGGARAN RPJMD PROVINSI DANGGARAN DAERAH
BIDANG INDIKATOR REALISASI CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA DAN PROVINSI s/d TAHUN s/d TAHUN PENANG
URUSAN KINERJA TARGET RPJMD PROVINSI RPJMD PROVINSI SAMPAI ANGGARAN RKPD PROVINSI RPJMD PROVINSI GUNG
8 SASARA PEMERINTAH PROGRAM TAHUN 2029 DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN YANG s/d TAHUN JAWAB
L N AN DAERAH (OUTCOME)/ TAHUN LALU (N-2/2024) DIEVALUASI
DAN KEGIATAN
PROGRAM/ (OUTPUT) 1 1l il v
KEGIATAN
K Rp K Rp K Rp K Rp K I § K | K | K | Rp K Rp K | Rp
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14=7+13 15=14/6 *100% 16
PROGRAM Persentase 6 22.185.000.000,00 83 2.449.063.004 2 12.290.006.500,00 0 29.850.000,00 0,00 29.850.000 83,33 2.478.913.004 1.388,8 11,17 Dinas
Perencanaan Pertumbuhan 3 Perindust
DAN IKM di Provinsi rian dan
PEMBANGUNA Lampung Perdagan
N INDUSTRI gan
PROGRAM Persentase Izin 25 1.350.000.000,00 100 109.742.200 15 125.000.000,00 0 0,00 0,00 0 100,00 109.742.200 400,00 8,13 Dinas
PENGENDALIA Usaha Industri Perindust
N IZIN USAHA (IUI) Besar yang rian dan
INDUSTRI dipantau dan Perdagan
dianalisis dalam gan
laporan hasil
pemantauan yang
dikeluarkan oleh
instansi terkait
PROGRAM Persentase 45 845.000.000,00 50 66.118.900 35 80.800.000,00 0 0,00 0,00 0 50,00 66.118.900 111,11 7,82 Dinas
PENGELOLAA Industri Besar, Perindust
N SISTEM Sedang dan IKM rian dan
INFORMASI serta Perusahaan Perdagan
INDUSTRI Kawasan Industri gan
NASIONAL kab/kota yang
masuk SIINAS
2 Meningk URUSAN PEMERINTAHAN 1,50 1.5